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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul “Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo 

Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Dalam 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat”. Skripsi 

ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam  rumusan masalah 

yaitu: Bagaimana pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo terhadap 

dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 

108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ? Bagaimana analisis hukum 

positif  terhadap Pandangan Kepala Di KUA Kabupaten Sidoarjo tentang dampak 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 

Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ? 

 Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang data utamanya 

diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumentasi terkait pandangan Kepala 

KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum 

tercatat, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif.  

 Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini menimbulkan perdebatan dikalangan 

masyarakat terkhusus bagi lembaga KUA. Berdasarkan Pandangan 4 Kepala KUA 

di Kabupaten Sidoarjo terkait kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 Tahun 

2019 ini, dapat ditarik benang merah bahwa terdapat 2 pandangan dengan alasan 

yang berbeda yaitu pandangan yang kurang menyetujui kebijakan tersebut dan 

pandangan yang menyetujui kebijakan tersebut. Pandangan Kepala KUA yang 

kurang menyetujui kebijakan diperbolehkannya pemmbuatan kartu keluarga baru 

bagi pasangan cerai belum tercatat tersebut yaitu Kepala KUA Sukodono dan 

Kepala KUA Sidoarjo, sedangkan Kepala KUA yang berpandangan menyetujui 

kebijakan tersebut yaitu Kepala KUA Waru dan Kepala KUA Taman.  

 Adapun dampak dari kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 

Tahun 2019 ini, menimbulkan  dampak positif dan juga negatif.  Sehingga  

kebijakan tersebut dianggap kurang sempurna untuk diterapkan seutuhnya di 

masyarakat.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkawinan merupakan sebuah penyatuan antara laki-laki dan 

perempuan sehingga terikat secara sah lahir maupun batin untuk 

membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal. Dengan adanya akad nikah 

maka menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta 

saling melengkapi kekurangan dan saling tolong - menolong antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang dulunya antara keduanya bukanlah seorang 

muhrim. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan 

suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan haruslah 

didasari dengan rasa saling mencintai antara laki-laki dan perempuan agar 

tidak ada keterpaksaan satu dengan lainnya.1 

 Sebuah perkawinan tentunya mempunyai suatu tujuan, tujuan dari 

sebuah perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah agar 

dapat melanjutkan keturunan di masa depan, untuk membangun keluarga 

yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang. Perkawinan juga 

sebagai penyaluran syahwat yang sah yang didasarkan dengan kasih sayang 

dan rasa tanggung jawab.2 Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan 

bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

                                                           
1 Aisyah Ayu Musyafa, “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” Jurnal Crepido 

02, No. 02 (November 2020), 113. 
2 Moh. Faizur Rohman,“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 

Tentang Perjanjian Perkawinan Ter Al- Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 07, No. 

01 (April 2017), 04. 
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seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Dari penjelasan pasal di atas jelaslah bahwa tujuan perkawinan lebih 

kepada membentuk keluarga yang harmonis, serta membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agamanya. 

 Peraturan tentang perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) 

yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukankann berdasarkan 

hukum yang berasal dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu.” Dan pada Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dijelaskan “Bahwa perkawinan sah apabila tiap-tiap 

perkawinan dicatatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.3 Peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.4 

 Dengan sebuah perkawinan diharapkan menimbulkan sebuah 

kebahagiaan antara pasangan suami istri hingga kelak nanti, akan tetapi 

nyatanya tidak semua perkawinan menimbulkan kebahagiaan yang abadi 

karena sebuah perceraian dalam perkawinan tersebut. Perceraian 

merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya 

hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi resmi menjadi suami istri 

                                                           
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Jakarta, 1974). 
4 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1975. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

3 
 

 

dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga.5 

 Perceraian secara yuridis sudah diatur dalam Pasal 38 Undang-

Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan bahwa 

putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, 

perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian yang sah itu 

perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan dan apabila perceraian 

tersebut dilakukan di luar pengadilan maka perceraian tersebut tidak sah. 

Hal ini diatur pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.  

 Selain itu peraturan terntang perceraian juga diatur pada Pasal 114 

dan 117 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114 menyatakan “Putusnya 

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak 

atau berdasarkan gugatan perceraian,” sedangkan Pasal 117 menyatakan 

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadialan Agama yang 

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara yang dimaksud 

dalam Pasal 129,130 dan 131 Komplasi Hukum Islam.  

 Dengan demikian talak menurut hukum adalah ikrar suami yang 

diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak 

dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian hanya sah 

menurut hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena 

belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sehingga tidak 

memiliki kekuatan hukum. Putusnya suatu perkawinan merupakan suatu 

                                                           
5 Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” AL-‘ADALAH Vol. X, No. 4 

X, no. 4 (July 4, 2012), 417. 
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masalah yang sering terjadi di masyarakat. Pada hakikatnya dengan 

berlangsungnya sebuah perkawinan ada suatu harapan yang besar yaitu 

hidup bahagia bersama dan kekal. Akan tetapi seringkali perceraian ini 

menjadi suatu keputusan dari pasangan suami istri yang tidak dapat 

dihindari dan dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam perkawinan.6 

 Jelas sudah bahwa perceraian itu sah apabila dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama dengan bukti mendapatkan akta perceraian yang 

resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi masih banyak 

masyarakat yang enggan bercerai di pengadilan agama karena masyarakat 

menganggap proses perceraian di Pengadilan Agama itu sangat rumit, 

ditambah lagi sekarang siapa saja bisa mencatatkan status perkawinan serta 

membuat kartu keluarga tanpa adanya akta nikah ataupun akta perceraian di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).7 Hal ini dapat 

dilakukan dengan syarat menggunakan SPTJM (Surat Pertanggung 

Jawaban Mutlak) sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) 

No. 108 tentang (Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 

Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatat Sipil) tepatnya pada Pasal 10 ayat 2, sehingga keluar kartu keluarga 

yang menyatakan suami istri menikah tidak tercatat apabila tidak menikah 

                                                           
6 Ria Sintha Devi, “Tinjauan Yuridis Perceraian Atas Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan,” JURNAL RETENTUM 1, No. 1 (Agustus 

2019), 64. 
7 Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam 

Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019,” Jurnal Pendidikan Tambusai 6, No. 1 (2022), 2412. 
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secara resmi menurut negara dan dapat berstatus cerai hidup belum tercatat 

apabila tidak bercerai sercara resmi di pengadilan agama.8 

 Dengan kebijakan Dispendukcapil ini menimbulkan banyak 

berbagai pendapat, salah satunya pendapat dari Kepala KUA di beberapa 

KUA di Kabupaten Sidoarjo. Ada yang berpendapat bahwa peraturan 

tersebut menimbulkan banyak kerugian, karena dengan adanya peraturan 

tersebut dapat menggiring opini masyarakat, bahwa tidak perlu pernikahan 

dan perceraian secara resmi menurut negara karena dapat mencatatkannya 

serta membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Selain itu, ada Kepala KUA yang berpendapat bahwa peraturan itu 

membawa banyak keuntungan bagi masyarakat, salah satunya yaitu 

mempermudah masyarakat dalam mengurusi administrasi 

kependudukannya. Pandangan Kepala KUA ini bermula dari banyaknya 

calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahannya tetapi tidak 

memiliki akta peceraian yang sah dari Pengadilan Agama serta telah 

memiliki kartu keluarga dengan status cerai belum tercatat. 

 Berdasarkan perbedaan pendapat yang dikemukakan Kepala KUA 

terkait kebijakan tersebut yang merupakan sebuah permasalahan dan harus 

dicari cara penyelesaianya dengan menimbang kebijakan tesebut secara 

yuridis yang berlaku di Indonesia demi mewujudkan kemaslahatan bersama 

bagi masyarakat. Penulis mengkaji pandangan Kepala KUA di Kabupaten 

                                                           
8 Ibid, 2412. 
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Sidoarjo, karena Sidoarjo sendiri termasuk kota yang cukup besar dan padat 

penduduknya.  

 Dalam menggali data melalui padangan Kepala KUA di Kabupaten 

Sidoarjo, penulis memilih 4 KUA yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, 

Kecamatan Taman, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sukodono. Penulis 

menggali data dari 4 KUA tersebut karena daerah-daerah tersebut termasuk 

daerah perkotaan di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki penduduk yang 

cukup banyak. Maka dari itu menurut penulis dengan tinjauan hukum positif 

merupakan opsi yang tepat dalam menganalisis kebijakan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait diperbolehkannya pembuatan 

kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat, sesuai Permendagri No. 

108 tahun 2019. Dari latar belakang inilah maka penulis mengangkat 

permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah penelitian yang berjudul 

Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak 

Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru dalam Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Ditarik atas penjabaran latar belakang masalah sebelumnya, terdapat 

identifikasi masalah yang dapat diambil. Identifikasi masalah dipergunakan 

untuk memudahkan isi penjelasan yang akan dipaparkan. Identifikasi 

masalah tersebut terbagi menjadi beberapa penjabaran yaitu : 

1. Tinjauan hukum positif tentang perceraian dan perceraian yang tidak 

tercatat 
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2. Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap dampak 

diperbolehkan pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai 

belum tercatat 

3. Peraturan diizinkannya pembuatan kartu keluarga tanpa adanya akta 

cerai, sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 

4. Pandangan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

terhadap diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi 

pasangan cerai belum tercatat 

5. Pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan belum tercatat. 

   Kajian dari identifikasi masalah di atas, dapat diambil beberapa 

sebagai batasan masalah yang akan dipergunakan sebagai penelitian. 

Adapun Batasan Masalah antara lain : 

1. Analisis hukum positif terhadap dampak diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat 

sesuai permendagri no. 108 tahun 2019 

2. Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan 

cerai belum tercatat sesuai permendagri no. 108 tahun 2019 
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C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan paparan latar belakang dan batasan masalah di atas, 

maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo 

terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru 

dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 bagi pasangan cerai belum 

tercatat? 

2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap pandangan Kepala KUA  

di Kabupaten Sidoarjo tentang diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 bagi 

pasangan cerai belum tercatat? 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian dari proses penelitian kali ini diharapkan dapat 

menjelaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya. 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui Pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang 

dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan 

cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 tahun 2019. 

2. Menganalisis pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap 

dampak diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan 

cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 tahun 2019, dengan 

analisis hukum positif. 
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E. Kegunaan Penelitian 

 Dengan penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu serta 

dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif di dalam dunia 

pendidikan maupun di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian ini 

diantaranya : 

1. Segi Teoritis 

a. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

ilmu pengetahuan tentang status perkawinan cerai belum tercatat 

dalam kartu keluarga, proses pembuatan kartu keluarga baru bagi 

pasangan cerai belum tercatat yang dalam pembuatan kartu keluarga 

di Dispendukcapil tidak perlu menggunakan akta cerai tetapi bisa 

digantikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak 

(SPTJM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 tahun 

2019.  

b. Memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam pembuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri 

No. 108 tahun 2019 dan diharapkan dapat menjadi referensi atau 

rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

2. Segi Praktis 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan 

pertimbangan hukum serta solusi terbaik bagi kemaslahatan masyarakat 

tentang kebijakan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil terkait pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum 
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tercatat yang dalam pencatatannya tidak memerlukan akta cerai 

melainkan digantikan dengan SPTJM sesuai Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 108 tahun 2019. 

F. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka merupakan pemaparan yang sederhana atau secara 

singkat tentang penelitian – penelitian terdahulu yang permasalahan 

penelitiannya hampir sama dengan masalah yang akan diteliti, akan tetapi 

tentunya ada perbedaan dari satu penelitian terhadap penelitian lainnya, dan 

juga penelitian ini bukan termasuk penelitian pengulangan karena belum 

ada yang menngambil penelitian tersebut. Penelitian yang hampir sama 

dengan tema penulisan diantaranya : 

1. Penelitian skripsi yang berjudul Pandangan Kepala Kantor Urusan 

Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan 

Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 118 Tahun 2017, yang ditulis oleh Nurlaila Rahma Juwita, 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

pada tahun 2021. Fokus pembahasannya pada skripsi ini adalah 

pandangan Kepala KUA Kota Kediri tentang penambahan kolom status 

perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga.  

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

membahas  suatu peraturan menteri dalam negri yang ditinjau dari 

pandangan Kepala KUA. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian 

penulis yaitu skripsi ini yaitu pada objek penelitiannya yang membahas 
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tentang penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat 

(perkawinan tidak tercatat) sedangkan penelitian penulis membahas 

dampak dari pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum 

tercatat selain itu skripsi ini berfokus kepada pandangan Kepala KUA 

yang menganalisis peraturan tentang penambahan kolom status 

perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga sesuai Permendagri No. 

118 tahun 2017 sedangkan penelitian penulis berfokus kepada 

pandangan Kepala KUA  terhadap diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri 

No. 108 tahun 2019.  

2. Penelitian Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kategori 

Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan 

dalam Blangko Kartu Keluarga, yang ditulis oleh Amanda Zubaidah 

Aljarofi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

pada tahun 2019. Fokus pembahasannya pada skripsi ini adalah 

kategori status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin 

tercatat dan kawin belum tercatat.  

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

membahas tentang status perkawinan yang terdapat pada kartu keluarga 

dengan menganalisis menggunakan analisis yuridis. Perbedaan skripsi 

ini dengan penelitian penulis yaitu pada status perkawinan yang 

dibahas, pada skripsi ini berfokus pada status perkawinan belum 

tercatat yang dijadikan status perkawinan pada blangko kartu keluarga, 
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sedangkan pada peneliatian penulis fokus pembahasannya yaitu pada 

dampak pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum 

tercatat atau pasangan yang belum cerai secara resmi di pengadilan 

agama. 

3. Penelitian yang berjudul Dampak Hukum Penggunaan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Legalitas Anak dalam 

Membuat Dokumen Kependudukan, yang ditulis oleh Muhammad 

Dyiaul Haq, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. 

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

membahas suatu dampak dari penggunaan surat pernyataan tanggung 

jawab mutlak dalam pembuatan dokumen kependudukan. Perbedaan 

skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada objeknya, skirpsi ini 

berfokus pada dampak penggunaan surat pernyataan tanggung jawab 

mutlak terhadap legalitas anak dalam dokumen kependudukan, 

sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak pembuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat yang dalam 

pembuatan kartu keluarga tersebut menggunakan surat pernyataan 

tanggung jawab mutlak 

4. Jurnal yang berjudul Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan 

Perspektif Maslahah Mursalah, yang ditulis oleh Reti Andira 

mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup pada tahun 2018. Fokus 

pembahasannya pada jurnal ini adalah urgensi talak yang mesti 
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dijatuhkan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 115 KHI berdasarkan tinjauan maslahah mursalah.  

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama 

membahas tentang perceraian. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian 

penulis yaitu perbedaan pada objek masalahnya, pada jurnal ini objek 

masalahnya tentang urgensi talak yang dilakukan di depan sidang 

pengadilan, sedangakan pada penelitian penulis objek masalahnya 

tentang dampak pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai 

belum tercatat, selain itu prespektif yang digunkan juga berbeda jurnal 

ini menggunakan maslahah mursalah sedangkan penelitian penulis 

penggunkan prespektif Kepala KUA dengan tinjauan yuridis. 

5. Jurnal yang berjudul Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam 

Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis, yang ditulis oleh Amanda 

Zubaidah Aljarofi pada tahun 2019. Fokus pembahasan jurnal ini 

adalah status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin 

tercatat dan kawin belum tercatat yang ditinjau dari segi yuridis. 

Persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

meneliti tentang status perkawinan yang terdapat pada blangko kartu 

keluarga, selain itu teori yang digunakan sama-sama menggunakan 

teori yuridis. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu pada 

objek penelitiannya. Objek penelitian dari jurnal ini adalah status 

perkawinan tercatat dan belum tercatat yang tertulis dalam kartu 

keluarga, sedangkan pada penelitian penulis objek penelitiannya adalah 
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pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan yang berstatus cerai 

belum tercatat.  

G. Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini yang berjudul “Pandangan Kepala KUA di 

Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Pembuatan Kartu Keluarga Baru 

dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019.” Ada beberapa kata atau istilah 

yang perlu didefinisikan secara jelas agar menghindari kesalahpahaman 

dalam menafsirkan kalimat dalam pembahasan penelitian ini. Maka penulis 

menjelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Pandangan Kepala KUA : Pandangan dapat diartikan sebagai proses 

perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan, pendapat, 

pemikiran atau gagasan yang disampaikan oleh beberapa Kepala KUA di 

Kabupaten Sidoarjo dalam menilai tentang dampak pembuatan kartu 

keluarga baru dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 bagi pasangan 

yang berstatus cerai belum tercatat. Adapun pandangan dari beberapa 

kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo yaitu Pandangan Kepala KUA 

Kecamatan Sidoarjo yang dikepalai oleh Bapak H. Miftahurridho, S. Ag, 

M.H, Kepala KUA Kecamatan Waru yang dikepalai oleh Bapak Ainur 

Roziq, S. Ag, M.PdI, Kepala KUA Kecamatan Taman yang dikepalai 

oleh Bapak H. Akhmad Hariyadi, S.Ag, M,H, dan Kepala KUA 

Kecamatan Sukodono dikepalai oleh Bapak H. Ahmad Najib, M.HI. 
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2. KUA Di Kabupaten Sidoarjo : KUA merupakan singkatan dari Kantor 

Urusan Agama yaitu sebuah instansi terkecil dalam Kementrian Agama 

yang ada ditingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan 

sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan 

agama islam di wilayah kecamatan.9 Dalam skripsi ini penulis 

mengumpulkan data melalui wawancara kepada Kepala KUA di 

Kabupaten Sidoarjo, tetapi penulis membatasi pengumpulan data melalui 

wawancara tersebut hanya di beberapa KUA yang terdapat di Kabupaten 

Sidoarjo yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Taman, 

KUA Kecamatan Waru dan KUA Kecamatan Sukodono. 

3. Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Dalam 

Permendagri No. 108 tahun 2019 : Dalam skripsi ini objek 

permasalahannya yaitu dampak dari diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan yang memiliki status cerai belum tercatat, 

kebijakan ini merupakan kebijakan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang dalam pembuatan kartu keluarga baru tersebut 

menggunakan syarat yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak 

sesuai Permendagri No. 108 tahun 2019. 

4. Pasangan Cerai Belum Tercatat : Pasangan yang memiliki status cerai 

belum tercatat yang tertulis dalam kartu keluarga. Status ini merupakan 

                                                           
9 Muhamad Qustulani, Manajemen KUA& Peradilan Agama (Tangerang: PSP Nusantara Press, 

2018), 67. 
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status perceraian yang tidak resmi di Pengadilan Agama dalam artian 

tidak tercatat dan tidak memiliki akta perceraian. 

5. Kartu Keluarga : Kartu keluarga biasanya disingkat KK ini merupakan 

kartu identitas keluarga yang didalamnya memuat data tentang nama, 

susunan dan hubungan dalam kartu keluarga serta identitas anggota 

keluarga. 

H. Metode Penelitian 

 Metode penelitian sangat berperan penting dan wajib dalam 

mendapatkan hasil penellitian yang optimal dan terarah. Maka dari itu 

metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu 

permasalahan dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan 

teliti untuk mengumpulkan, mengelola data dan mengambil kesimpulan 

secara sistematis dan objektif guna menyelesaikan sebuah permasalahan 

tersebut.10 

1. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari karakteristik permasalahan, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan data-data yang telah 

didapatkan di lapangan, wawancara narasumber, dokumen yang ada. 

Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

                                                           
10 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan 

Kalijaga, 2021), 75. 
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melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan.11 

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan sebuah 

penelitian hukum empiris yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya 

hukum dalam masyarakat, yang dilaksanakan dengan penelitian 

lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data berdasarkan fakta 

yang terjadi di lapangan sebagai objek penelitian. Selain itu penelitian ini 

juga didukung dengan metode kepustakaan (bibliography research) serta 

interview langsung dengan para tokoh-tokoh narasumber sehingga bisa 

didapatkan penjelasan data sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan 

agar mendapatkan data yang akurat dan sesuai kebutuhan pembahasan 

penelitian ini. Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu : 

a. Data mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di 

Kabupaten Sidoarjo tentang dampak diperbolehkannya pembuatan 

kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 bagi 

pasangan cerai belum tercatat. 

b. Data mengenai pendapat pejabat Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tentang pembuatan kartu keluarga 

baru. 

c. Data pasangan yang berstatus cerai belum tercatat pada kartu 

keluarga. 

                                                           
11 Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, Metode Penelitian Kualitatif (Semarang: 

Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 3. 
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2. Sumber Data 

 Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksudkan adalah dari 

mana data-data dapat diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data-

data utama yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari 

narasumber atau informant.12 Dalam hal ini, sumber data primer 

diantaranya adalah wawancara kepada beberapa Kepala KUA di 

Kabupaten Sidoarjo yaitu Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo, 

Kecamatan Taman, Kecamatan Waru dan Kecamatan Sukodono.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang 

diporoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan. Sumber 

sekunder ini berfungsi sebagai data pelengkap ataupun yang utama 

bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai sumber data 

primer.13 Dalam hal ini sumber data sekunder adalah Pejabat Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Sidoarjo, beberapa 

referensi buku-buku yang terkait dengan penelitian skripsi ini, 

terutama perturan perundang-undangan yang memiliki hubungan 

dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019 seperti Undang-Undang 

                                                           
12 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa (Solo: 

Cakra Books, 2014):113. 
13 Ibid, 113. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

19 
 

 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan 

sebagai bentuk pengumpulan data. Dari proses penulisan penelitian 

skripsi ini teknik pengumpulan data dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

 Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara 

pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang 

yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi 

langsung. Jadi wawancara ini merupakan percakapan tatap 

muka antara pewawancara dengan sumber informasi dimana 

pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang 

diteliti. Wawancara dalam penelitian ini bentuk wawancara 

yang akan dilakukan yaitu wawancara terencana-tidak 

terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan menyusun rencana (schedule) yang 

mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang 

baku.  

 Wawancara ini dilakukan terhadap beberapa Kepala 

KUA di Kabupaten Sidoarjo yaitu Kepala KUA Kecamatan 
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Sidoarjo yang dikepalai oleh Bapak H. Miftahurridho, S. Ag, 

M.H, Kepala KUA Kecamatan Waru yang dikepalai oleh 

Bapak Ainur Roziq, S. Ag, M.PdI, Kepala KUA Kecamatan 

Taman yang dikepalai oleh Bapak H. Akhmad Hariyadi, 

S.Ag, M,H, dan Kepala KUA Kecamatan Sukodono 

dikepalai oleh Bapak H. Ahmad Najib, M.HI. Sebagai data 

tambahan maka penulis juga mewawancarai pejabat Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kabupaten 

Sidoarjo.14 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan data-data terkait objek 

penelitian dalam bentuk dokumen-dokumen atau sumber 

tertulis.15 Dalam penelitian ini data dokumen yang 

terkumpul berkaitan dengan data suami atau istri yang 

berstatus cerai belum tercatat yang membuat kartu keluarga 

baru, serta contoh kartu keluarga yang berstatus cerai belum 

tercatat. 

 

 

 

                                                           
14 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014), 

372. 
15 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 87. 
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4. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian 

skripsi ini yaitu dengan menggunakan beberapa teknik. Adapun 

teknik-teknik tersebut, antara lain : 

a. Editing 

 Editing yaitu meneliti serta memeriksa kembali data-

data dengan sistematis, benar, serta tepat mengenai sumber 

data yang telah dikumpulkan dan kemudian meneliti dan 

menelaah kembali data yang telah ada dari penelitian 

lapangan maupun kepustakan yang sesuai dengan 

permasalahan peneliti. 

b. Organizing 

 Organizing yaitu mengorganisasikan atau 

mensistematiskan sumber data. Melalui teknik organizing ini 

peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan 

dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah 

pada penelitian ini. 

c. Analyzing 

 Analyzing yaitu analisis lanjutan terhadap hasil dari 

editing dan organizing data yang telah didapatkan dari 

sumber-sumber penelitian. Setelah melalui tahapan-tahapan 

pengolahan data sebelumnya maka selanjutnya penulis 
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menganalisis data-data tersebut. Analisis dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan hukum positif terhadap pandangan 

Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang dampak 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum 

tercatat. 

5. Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dokumentasi sehingga dapat memberikan kesimpulan 

yang mudah dipahami serta mempunyai nilai kemanfaatan dalam 

permasalahan penelitian ini, sehingga hasilnya dapat bermanfaat 

bagi peneliti dan juga pembaca lainnya.16 

 Teknik analisis data pada penulisan skripsi ini menggunakan 

teknik deskriptif analisis, yakni memaparkan data yang diperoleh 

dari lapangan yang berisi hasil wawancara serta dokumentasi secara 

mendalam dengan menganalisis semua aspek yang berkaitan dengan 

objek dari penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk 

mendeskriptifkan beberapa pandangan Kepala KUA di Kabupaten 

Sidoarjo terhadap dampak diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai 

Permendagri No. 108 Tahu 2019. 

                                                           
16  Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (CV. syakir Media Press, 2021), 99. 
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 Pola pikir yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini 

adalah pola pikir deduktif, pola pikir deduktif ini yakni pola pikir 

dari umum ke khusus. Dalam penelitian ini menjelasakan 

pembahasan yang lebih umum terlebih dahulu baru mengkerucut 

kepada hal yang lebih khusus. Pola pikir deduktif ini sebagai penarik 

kesimpulan dari data yang telah diperoleh dalam permasalahan yang 

difokuskan pada konsep hukum positif terhadap pandangan Kepala 

KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang dampak diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 tahun 

2019 bagi pasangan cerai belum tercatat. 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan digunakan untuk penelitian ini dapat 

terarah dengan jelas, serta dapat mempermudah memahami isi penelitian 

ini. Adapun sistematika pembahasan yang akan dipaparkan diantaranya, 

yaitu : 

 BAB I adalah pendahuluan, bab ini berisi tentang, latar belakang, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

kegunaan penelitian, kajian pustaka, defisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

 BAB II adalah menjelaskan konsep tentang perceraian menurut 

peraturan perundang-undangan, konsep administrasi kependudukan, proses 

pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai 

Permendagri No. 108 tahun 2019.  
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 BAB III adalah memuat uraian hasil penelitian, yang berisi 

pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo, merupakan hasil penelitian 

yang meliputi profil KUA yang mencakup letak geografis, struktur 

organisasi, data hasil penelitian di KUA, serta pemaparan mengenai 

pandangan Kepala KUA di Kabupten Sidoarjo tentang dampak 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 

108 tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat. 

 BAB IV adalah analisis hukum positif terhadap pandangan Kepala 

KUA di Kabupaten Sidoarjo tentang dampak diperbolehkannya pembuatan 

kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 tahun 2019 bagi pasangan 

cerai belum tercatat.  

 BAB V adalah pemaparan tentang kesimpulan dan penutup dari 

hasil penelitian skripsi ini, serta juga dilampiri dengan daftar pustaka 
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BAB II 

PERCERAIAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM 

HUKUM POSITIF DI INDONESIA 

A. Konsep Perceraian  

1. Pengertian Perceraian 

Menurut Peraturan Perundang-undangan, perceraian merupakan 

putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusnya hukum 

perkawinan sehingga antara keduanya tidak lagi resmi menjadi suami istri dan 

tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Mengenai 

persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian ini diatur dalam Pasal 38 

sampai 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

bahwa perkawinan dapat putus karena:1 

a. Kematian 

b. Perceraian 

c. Atas Keputusan Pengadilan 

Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian terdapat dalam 

Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Pada Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:2 

                                                           
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan (Jakarta, 1974), 93, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-

1974. 
2 Ibid, Pasal 39. 
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a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri 

c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri. 

Sedangkan pada Pasal 40 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dijelaskan:3 

a. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. 

b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat 1, pasal ini diatur dalam 

Perundang-undangan sendiri. 

Perceraian hanya dapat dikatan sah apabila dilakukan didepan sidang 

pengadilan, pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi yang beragama 

islam dan pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam. Selain diatur 

dalam undang – undang tahun 1974, perceraian juga diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 113 – 117. Pada Pasal 113 KHI 

dijelaskan bahwa putusnya sebuah perkawinan itu karena 3 hal yaitu kematian, 

perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Pada Pasal 114 KHI dijelaskan 

bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 4 

                                                           
3 Ibid, pasal 40. 
4 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan 

Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasan (Jakarta: Perpustakaan Dan 
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Perceraian hanya dianggap sah apabila perceraian tersebut dilakukan 

dihadapan sidang pengadilan agama, jika perceraian dilakukan diluar sidang 

pengadilan agama maka perceraian tersebut belum dianggap sah menurut  

hukum negara hanya sah menurut hukum agama saja, sehingga perceraian 

tersebut tidak memiliki sebuah kekutan hukum untuk melindungi hak – hak 

dari suami istri pasca perceraian. Hal tersebut telah diatur dalam KHI pada 

Pasal 115 dan 117 yang berbunyi : Pasal 115 KHI menjelaskan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak 

adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah 

satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 129, 130, dan 131.5 

Problematika perceraian di Indonesia dalam peraturan perundang – 

undangan telah diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan tepatnya pada Pasal 38 sampai 41 dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 115 dan 117. Perceraian di Indonesia hanya dianggap sah secara 

hukum apabila perceraian tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan, 

pengadilan agama bagi yang beragama islam dan pengadilan negeri bagi yang 

beragama selain islam. Apabila perceraian tersebut dilakukan diluar sidang 

                                                           
Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung 

Republik  Republik Indonesia, 2011, 84. 
5 Ibid, 93. 
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pengadilan maka perceraian tersebut tidak dianggap sah secara hukum di 

Indonesia karena hanya bercerai menurut hukum agamanya saja.6 

Pada penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

bahwa untuk melakukan perceraian haruslah memiliki alasan-alasan yang 

cukup logis dan jelas bahwa antara suami dan istri sudah tidak dapat rukun 

sebagai pasangan. Maka dari itu beberapa alasan perceraian yang dapat 

diterima sudah teratur pada Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjadi alasan 

perceraian pada pasal tersebut adalah: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, 

dan lainnya penyakit yang sukar disembuhkan 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lainnya dan juga tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain diluar kemampuan 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 

membahayakan pihak lainnya 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri 

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.7 

 

Selain itu alasan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

tepatnya pada Pasal 116, pada Pasal 116 KHI ini alasan-alasan perceraian sama 

dengan yang terdapat pada PP No. 9 tahun 1975 namun ada tambahan alasan 

perceraian yaitu: 

                                                           
6 Ibid,18.  
7 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” April 1, 1975, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975. 
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a. Suami melanggar talik talak, talik talak adalah perjanjian yang diucapakan 

calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan pada akta nikah 

berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang 

mungkin terjadi dimasa yang akan datang. 

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.8 

2. Prosedur Perceraian 

Perceraian haruslah dilakukan dihadapan sidang Pengadilan karena 

perceraian yang sah itu perceraian yang dilakukan dihadapan Pengadilan. 

Apabila perceraian dilakukan diluar sidang Pengadilan maka perceraian 

tersebut hanya sah menurut agama saja, tidak sah secara hukum di 

Indonesia karena perceraian di luar sidang pengadilan tidak memiliki bukti 

akta autentik yaitu akta perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.9 

Adapun pengadilan yang menangani perceraian adalah Pengadilan 

Agama. Pengadilan agama memiliki sebuah wewenang hal ini di atur 

dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

                                                           
8 Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan 

Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasan. 
9 Moh. Ali and NurinDyasti Pratiwi, “Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra 

Ikrar Talak,” Jurnal Ilmu Kenotariatan,Published by University of Jember, Indonesi 1, no. 1 

(February 27, 2020), 2. 
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beragama Islam di bidang perkawiwnan, waris, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah.10 

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama ada 2 jenis perkara 

yaitu perkara cerai talak (perkara voluntair) dan cerai gugat (perkara 

kontentiosa). Cerai talak merupakan perkara yang diajukan oleh suami 

atau kuasnya, adapun prosedur cerai talak di Pengadilan Agama adalah 

sebagai berikut : 

a. Pemohon mengajukan permohonannya secara tertulis atau lisan 

kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, hal ini diatur dalam 

Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal Undang-Undang No. 7 tahun 1989. 

b. Pemohon dianjurkan untuk meminta bantuan kepada Pengadilan 

Agama terkait tata cara pembuatan surat permohonan, biasanya 

bantuan tersebut diberikan oleh Posbakum yang berada di Pengadilan 

Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 119 HIR, 143 R.Bg jo. Pasal 58 

Undang-Undang No. 7 tahun 1989. 

c. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan 

petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata 

ada sebuah perubahan, maka perubahan tersebut harus atas 

persetujuan termohon. 

d. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syariah : 

                                                           
10 Dr. Sudirman L, M.H, Hukum Acara Peradilan Agama (Parepare, Sulawesi Selatan: IPN Press, 

2021), 12. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

31 
 

 

1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon 

(Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989) 

2) Bila termohon meninggalkan tempat tinggalnya yang telah 

disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus 

diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang 

daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon (Pasal 66 

ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989) 

3) Bila termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka 

permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon 

(Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang No. 7 tahun 1989) 

4) Bila pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, 

maka permohonan diajukan di Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan 

perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat 

4 Undang-Undang No. 7 tahun 1989).  

e. Permohonan yang diajukan berisi : nama, umur, pekerjaan, agama dan 

tempat kediaman pemohon dan termohonPosita (fakta kejadian dan 

fakta hukum)Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita) 

f. Mengenai pemohonan penguasaaan anak, nafkah anak,nafkah istri 

dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan 

cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat 5 

Undang-Undang No. 7 tahun 1989) 
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g. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 R.Bg Jo 

Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989), dan bagi yang tidak 

mampu untuk membayar biaya berperkara maka dapat berperkara 

secara Cuma-Cuma (prodeo) hal ini diatur dalam Pasal 237 HIR 273 

R.Bg)11 

Adapun proses penyelesaian perkara permohonan cerai talak adalah 

sebagai berikut:12 

a. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama 

melalui E-court atau lansung datang ke Pengadilan Agama 

b. Setelah permohonan tersebut terdaftar, maka berkas permohonan 

tersebut diperiksa terlebih dahulu. 

c. Setelah pemeriksaan berkas permohonanan dan syarat-syarat berkas 

tersebut telah terpenuhi, maka langkah selanjutnya yaitu pemohon 

membayar biaya panjar perkara dengan jumlah yang sudah ditentukan 

oleh Pengadilan Agama 

d. Setelah menyelesaikan proses administrasi, maka pemohon 

menunggu panggilan sidang yang diperkirakan 2 hari setelah 

pendaftaran perkara. 

e. Setelah panggilan untuk menghadiri sidang telah diberikan oleh 

Pengadilan Agama maka pemohon dan termohon 

                                                           
11 { https://pa-sidoarjo.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara-tingkat-

pertama, tentang prosedur berperkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Sidoarjo. Diakses 

Senin 14 November 2022 } 
12 Muhammad Tahmid Nur, “Cerai Talak Di Kota Palopo (Faktor Penyebab Dan Solusinya Dalam 

Studi Kasus Di Pengadilan Agama),” PALITA: Journal of Social-Religi Research 1, no. 2 

(Oktober 2016), 118. 
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f. Tahapan Persidangan sebagai berikut : 

1) Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi 

(Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989) 

2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua 

belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat 

(1) PERMA No. 2 Tahun 2003) 

3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara 

dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, 

jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap 

jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat 

mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 

158 R.Bg) 

g. Setelah melewati tahap pembuktian maka selanjutnya menunggu 

putusan dari majelis hakim, putusan majelis hakim atas permohonan 

cerai talak adalah sebagai berikut : 

1) Permohonan dikabulkan, apabila termohon tidak puas terhadap 

putusan dari majelis hakim maka termohon dapat mengajukan 

banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah tersebut. 

2) Permohonan ditolak, apabila permohonan tersebut ditolak maka 

pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan 

agama/mahkamah syar’iah tersebut. 
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3) Permohonan tidak diterima, apabila permohonan tidak diterima 

maka pemohon dapat mengajukan permohonan baru. 

h. Setelah permohonan tersebut dikabulkan dan telah memiliki 

kekuatan hukum maka: 

1) Pengadilan Agama menentukan jadwal untuk ikrar talak suami 

2) Setelah menentukan jadwal ikrar talak, maka selanjutnya 

Pengadilan Agama memanggil pemohon dan termohon untuk 

melaksanakan ikrar talak 

3) Pelaksanaan ikrar talak. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) 

bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau 

kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka 

gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian 

tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama 

(Pasal 70 ayat (6) UU No. 7 Tahun 1989). 

i. Setelah ikrar talak diucapkan, maka selanjunya panitera 

berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada 

kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah 

penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989).13 

  

 

 

                                                           
13 Ibid, 119. 
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 Cerai Gugat merupakan perkara gugatan (kontentiosa) di Pengadilan 

Agama. Cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh seorang istri 

terhadap suami. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan penggugat 

(istri) atau kuasanya di Pengadilan Agama sebagai berikut:14 

a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 

Agama, hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 

Undang-Undang No. 7 tahun 1989. 

b. Penggugat disarankan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama 

dalam pembuatan surat gugatan, hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR, 

142 R.Bg jo. Pasal 58 Undang-Undang No. 7 tahun 1989. 

c. Surat gugatan yang diajukan penggugat dapat dirubah selama tidak 

merubah posita dan petitum. Apabila tergugat telah menjawab surat 

gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan terebut harus ada 

persetujuan dari tergugat. 

d. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama : 

1) Apabila Penggugat meninggalkan tempat tinggalnya yang sudah 

disepakati bersama tanpa izin dari tergugat, maka gugatan tersebut 

diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 

meiliputi tempat tinggal tergugat (Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 

No. 7 tahun 1989 jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 

1974) 

                                                           
14 { https://www.pa-surabaya.go.id/pages/tata-cara-pendaftaran-perkara, tentang berperkara cerai 

gugat di Pengadilan Agama Surabaya. Diakses pada Selasa 15 November 2022. } 
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2) Apabila penggugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan 

tersbut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 

meliputi tempat tinggal tergugat (Pasal 73 ayat 2 Undang-Undang 

No. 7 tahun 1989) 

3) Apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri 

maka gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama  yang 

daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau 

kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sesuai Pasal 73 ayat 3 

Undang-Undang No. 7 tahun 1989. 

e. Permohonan gugatan berisi: 

1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat tinggal pemohon dan 

termohon 

2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum) dan Petitum (hal-hal 

yang dituntut berdasarkan posita) 

f. Dalam persoalan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri 

dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan 

perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan 

hukum, hal tersbut sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 

1989. 

g. Membayar biaya panjar perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 

R.Bg. jo Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989), dan bagi yang 

tidak mampu membayar biaya panjar perkara maka dapat berperkara 
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secara Cuma-Cuma (prodeo) hal ini sesuai dengan Pasal 237 HIR, 273 

R.Bg. 

h. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan 

berdasarkan jadwal panggilan yang ditentukan oleh Pengadilan 

Agama, hal tersebut diatur dalam Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 

R.Bg. 

 Dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama 

melewati beberapa proses yaitu sebagai berikut:15 

a. Penggugat mendaftar perkara cerai gugat di Pengadilan Agama 

melalui E-court atau langsung datang ke Pengadilan Agama. 

b. Setelah mendaftarkan perkaranya, selanjutnya akan diarahkan ke 

Posbakum untuk tata cara pembuatan surat gugatan yang baik. 

c. Setalah membuat surat gugatan dengan benar selanjutnya 

menggandakan berkas-berkas yang menjadi syarat pengajuaan 

gugatan dengan jumlah kurang lebih 5 rangkap. 

d. Selanjutnya gugatan tersbut didaftarkan di meja 1 

e. Selanjutnya pengggugat membayar biaya panjar perkara sesuai 

jumlah yang ditentukan oleh Pengadilan Agama, pembayaran dapat 

melalui bank dan EDC. 

f. Setelah melakukan pembayaran biaya panjar perkara, maka akan 

diberikan no register perkara dan menunggu panggilan sidang. 

                                                           
15 Dr. Bambang Sugeng A.S., S.H., M.H. and Sujayadi S.H., Pengantar Hukum Acara Perdata & 

Contoh Dokumen Litigasi (Jakarta: Kencana, 2012), 7. 
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g. Panggilan sidang dilakukan kepada penggugat dan tergugat secara 

resmi dan patut. 

h. Setelah itu penentuan majelis hakim yang menangani perkara cerai 

gugat tersbut. 

i. Selanjutnya adalah tahap persidangan, sebagai berikut: 

1) Pada saat sidang pertama hakim berupaya mendapamaikan para 

pihak hadir, apabila dalam perdamaian tersbut tidak berhali maka 

majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk menempuh 

proses mediasi atau upaya perdamaian, hal tersbut sesuai Pasal 3 

ayat 1 PERMA No. 2 tahun 2003.  

2) Apabila dalam mediasa tidak berhasil didamaikan, maka 

permeriksaan perkara dilanjutkan jawab menjawab. Jawab 

menjawab diawali dengan pembacaan surat gugatan, kemudian 

dilanjutkan dengan jawaban tergugat. Jawaban tergugat akan 

disanggah dengan replik dari penggugat yang kemudian dibantah 

dengan duplik dari tergugat. Dalam tahap jawab menjawab 

(sebelum pembuktian) tergugat dapat mengajukan gugatan 

rekovensi (gugatan balik), hal tersebut sesuai Pasal 132 a HIR dan 

Pasal 158 R.Bg. 

3) Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahp ini para pihak 

diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-

masing pihak untuk memperkuat dalil-dalil mereka. Alat bukti 
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disini dapat berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan 

sumpah. 

j. Setelah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka 

hakim akan menutup proses pembuktian dan mempersilahkan kepada 

para pihak untuk membuat kesimpulan.  

k. Setelah para pihak membuat kesimpulan, selanjutnya para pihak 

menyampaikan masing-masing kesimpulannya. Setelah kesimpulan 

dari masing-masing para pihak diutarakan maka majelis hakim 

bermusyawarah untuk menetapkan putusan. 

l. Putusan majelis hakim Pengadilan Agama dalam permohonan cerai 

gugat yaitu sebagai berikut: 

1) Gugatan yang dikabulkan, apabila tergugat tidak puas maka dapat 

mengajukan banding melalui Pengadilan Agama tersebut 

2) Gugatan yang ditolak, penggugat dapat mengajukan banding 

melalui Pengadilan Agama tersebut 

3) Gugatan yang tidak diterima, maka penggugat dapat mengajukan 

gugatan baru. 

m. Apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht 

van gewijsde), maka panitera pengadilan memberikan akta cerai 

sebagi surat bukti cerai kepada kedua para pihak. Pemberian surat 

cerai selambat-lambatnya diberikan 7 hari setelah putusan tersebut 

ditetapkan.16 

                                                           
16 Ibid, 8. 
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B. Konsep Administrasi Kependudukan 

1. Definisi, Fungsi dan Tujuan Administrasi Kependudukan 

 Adimistrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran pendudukan, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi 

penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, 

pemerintahan dan pembangunan. 17 

Pelayanan administrasi kependudukan sangatlah penting bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. Pengaturan terkait administrasi kependudukan ini 

telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan. 

b. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 Tahun 2019 tentang 

Pendokumentasian Administrasi Kependudukan. 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 108 Tahun 

2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 tahun 

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil 

                                                           
17 Fulthoni et al., Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Jakarta: The Indonesian 

Legal Resource Center, 2009), 45. 
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e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Formulir 

dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 

Fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 

sebagai berikut : 

 

a. Untuk memenuhi hak asasi setiap individu masyarakat Indonesia di 

bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan 

pelayanan publik yang profesional. 

b. Untuk memenuhi data statistik secara nasional terkait peristiwa 

kependudukan dan peristiwa penting lainnya. 

c. Untuk meningkatkan kesadaran kewajiban penduduk untuk ikut serta 

dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. 

d. Untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan 

pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.18 

 

Dalam penyelengaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

memiliki tujuan yaitu : 

a. Memberikan keaslian identitas dan kepastian hukun atas dokumen 

pendudukan disetiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 

lainnya yang dialami oleh penduduk. 

b. Memberikan perlindungan atas setiap status hak sipil penduduk. 

c. Menyediakan informasi dan data kependudukan mengenai pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil secara nasional dengan informasi atau 

data yang akurat, lengkap, terbaru dan mudah diakses sehingga menjadi 

rujukan bagi penduduk untuk memahaminya. 

d. Menciptakan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan 

sistematis. 

e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi bidang 

terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan.19 

 

 

 

 

                                                           
18 Martilia Sari Puspa, “Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi” (Uin Suska Riau, 2021), accessed November 

18, 2022, https://repository.uin-

suska.ac.id/57127/2/SKRIPSI%20MARTILIA%20SARI%20PUSPA.pdf. 
19 Ibid, 27. 
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2. Jenis Dokumen dan Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Didalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terdapat 

beberapa jenis dokumen dan juga pelayanan yang disediakan dalam 

memenuhi hak sipil setiap penduduk terkait administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil.  

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang memiliki 

kekuatan hukum, yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara di Indonesia 

sebagai alat bukti  autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran 

kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen kependudukan tersebut 

mencakup:20 

a. Biodata Penduduk 

b. Kartu Keluarga 

c. Kartu Tanda Penduduk 

d. Surat keterangan kependudukan 

1) Surat Keterangan Pindah 

2) Surat Keterangan Pindah Datang 

3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 

4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 

5) Surat Keterangan Tempat Tinggal 

6) Surat Keterangan Kelahiran 

7) Surat Keterangan Lahir Mati 

8) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan 

9) Surat Keterangan Pembatalan Perceraian 

10) Surat Keterangan Kematian 

11) Surat Keterangan Pengangkatan Anak 

12) Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia 

13) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 

14) Surat Keterangan Pencatatan Sipil 

e. Akta Pencatatan Sipil 

 Sedangkan pelayanan yang diberikan dalam administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil diantaranya:21 

1) Penerbitan Kartu Keluarga 

2) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

3) Pencatatan Kelahiran 

4) Pencatatan Kematian 

5) Pencatatan Lahir Mati 

6) Pencatatan Perkawinan 

7) Pencatatan Perceraian 

                                                           
20 Fulthoni et al., Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan, 8. 
21 Ibid, 9. 
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8) Pencatatan Pengakuan Anak 

9) Pencatatan Pengesahan Anak 

10) Pencatatan Pengangkatan Anak 

11) Pencatatan Perubahan Nama 

12) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

13) Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

14) Pencatatan Pembatalan Perceraian 

 

C. Kartu Keluarga Sebagai Salah Satu Dokumen Kependudukan 

1. Definisi Kartu Keluarga 

Kartu keluarga merupakan suatu dokumen identitas keluarga yang 

didalamnya memuat data tentang nama, susunan, hubungan dalam keluarga, 

jumlah anggota keluarga serta identitas masing-masing anggota keluarga. 

Kartu keluarga merupakan dokumen yang sangat penting yang wajib 

dimiliki bagi setiap keluarga terutama bagi pasangan yang baru menikah. 

Pembuatan kartu keluarga ini dilakukan di Dinas Kependkan dan Pencatatan 

Sipil. Adanya kartu keluarga ini dapat membantu mempermudah dalam 

mengurus beberapa hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan 

beberapa urusan lainnya.22 

Untuk membuat kartu keluarga terdapat syarat-syarat administrasi 

dengan menyiapkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat adminitrasi 

diantaranya yaitu: 

a. Surat pengantar dari RT/RW tempat domisili pemohon sesuai dengan 

KTP 

b. Kartu keluarga yang lama (jika ada) 

                                                           
22 Much. Nurachmad, Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara 

Legal Formal (Yogyakarta: Medpress, 2013). 
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c. Surat nikah atau akta cerai bagi yang ingin membuat kartu keluarga 

karena suatu perkawinan atau perceraian 

d. Akta kelahiran 

e. Surat pengangkatan anak 

f. Surat keterangan pendaftaran penduduk bagi warga negara asing (WNA) 

g. Surat keterangan pelaporan pendatang baru (SKPBB) bagi pendatang 

dari luar provinsi 

h. Surat keterangan pindah bagi penduduk yang berpindah antar kelurahan 

dalam satu wilayah kecamatan atau kota/kabupaten23 

Dalam penerbitan kartu keluarga haruslah memenuhi persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan sesuai kebutuhan dalam pembuatan kartu 

keluarga:24 

a. Pembuatan KK baru bagi penduduk WNI dengan syarat meliputi : 

1) Pengantar dari RT/RW sesusai domisili pada KTP 

2) Fotocopy atau menunjukan Kutipan Akta Nikah/ Kutipan Akta 

Perkawinan (bagi yang sudah nikah) 

3) Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah Datang bagi 

penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI 

4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan 

Dispendukcapil bagi WNI yang datang dari luar negeri karena 

pindah 

                                                           
23 Ibid,16. 
24 { https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/standard-layanan/persyaratan-layanan, tentang 

persyaratan pelayanan pembuatan KK di Dispendukcapil Sidoarjo. Diakses Selasa 15 November 

2022 } 
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5) Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga 

b. Pembuatan KK baru bagi orang asing atau WNA dengan syarat 

meliputi: 

1) Fotocopy Paspor 

2) Fotocopy KITAP 

3) Fotocopy Kutipan Akta Nikah/ Perkawinan 

4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ Surat Tanda 

Melapor Diri (STMD) dan Surat Keterangan Jalan (SKJ) 

5) SKPD (Surat Keterangan Pindah Datang) 

c. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga/kelahiran dengan 

syarat meliputi: 

1) Pengatar dari RT/RW sesuai domisili pada KTP 

2) Kartu Keluarga (KK) lama 

3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran/ Surat Kelahiran dari rumah 

sakit/ bidan 

4) Fotocopy Surat Nikah Orang Tua 

d. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk 

menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dengan syarat meliputi: 

1) Pengantar dari RT/RW sesuai domisili pada KTP 

2) KK lama anggota keluarga yang akan menumpang 

3) KK yang akan ditumpangi 

4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah 

dalam wilayah NKRI 
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5) Surat keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang 

dari luar negeri karena pindah 

e. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing 

memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau 

orang asing meliputi : 

1) KK lama dan KK yang ditumpangi 

2) Paspor 

3) Ijin Tinggal Tetap 

4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ Surat Tanda 

Melapor Diri (STMD) dan Surat Keterangan Jalan (SKJ) 

f. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga bagi penduduk 

WNI dan orang asing dengan syarat meliputi: 

1) KK lama 

2) Surat Keterangan Kematian 

3) Surat Keterangan Pindah (SKP)/ SKPD 

g. Pembuatan KK karena hilang atau rusak dengan syarat meliputi : 

1) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepla Desa/ Kelurahan 

2) KK yang rusak 

3) Fotocopy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah 

satu keluarga 

4) Dokumen Keimigrasian Kehuilangan dari Kepolisian 
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2. Prosedur Pembuatan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Sidarjo 

Bagi masyarakat yang hendak membuat kartu keluarga hendaknya 

menyiapkan persyaratan-persyaratan sesuai dengan kebutuhan dalam 

pembuatan kartu keluarganya, syarat-syarat tersebut telah dijelaskan pada 

pembahasan sebelumnya. Adapun prosedur dalam pembuatan kartu 

keluarga adalah sebagai berikut :25 

a. Menyiapkan persyaratan sesuai kebutuhan pembuatan kartu keluarga. 

b. Selanjutnya setelah syarat-syarat tersebut lengkap, barulah mendatangi 

pihak kelurahan untuk mengisi surat permohonan pembuatan kartu 

keluarga. 

c. Selanjutnya pihak kelurahan mencatatnya dalam buku harian persitiwa 

penting dan kependudukan. 

d. Selanjutnya setelah tercatat di kelurahan, maka pihak kelurahan 

menyerahkan berkas-berkasnya ke pihak kecamatan. 

e. Selanjutnya pihak kecamatan memeriksa berkas-berkas tersebut dan jika 

dirasa berkas tersebut sudah memenuhi syarat, maka pihak kecamatan 

menandatangani dan memvalidasi data kependudukan untuk diserahkan 

ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

f. Setelah berkas dan formulir pengajuan pembuatan divaliadasi oleh pihak 

kecamatan, maka selanjutnya pemohon menyerahkan berkas tersebut ke 

Dispendukcapil 

                                                           
25 Arief Sumeru, (Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil), Wawancara, Sidoarjo, 2 Desember 2022. 
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g. Selanjutnya pihak Disependukcapil memasukan data tersebut kedalam 

database kependudukan, selanjutnya menerbitkan dan menandatangani 

kartu keluarga tersebut. 

 Akan tetapi pada saat ini pembuatn kartu keluarga dapat melalui 

online dengan cara sebagai berikut:26 

a. Pemohon menyiapkan persyaratannya  

b. Pemohon mengkases website Dispendukcapil setempat 

c. Pemohon mengisi dan mengupload syarat-syarat tersebut kedalam 

website Dispendukcapil setempat 

d. Pihak administrasi kependudukan mengoreksi data-data yang sudah 

terupload, jika berkas tersebut telah sesuai maka akan diteruskan 

kepihak operator SIAK 

e. Operator SIAK menginput data dan mencetak konsep kartu keluarga 

dan melaporkan ke Kepala Seksi dan Kepala Bidang 

f. Setelah disetujui maka akan diteruskan ke Kepala Dinas, lalu Kepala 

Dinas akan memverifikasi sertifikasi eletronik kartu keluarga 

g. Operator SIAK mencetak kartu keluarga 

h. Pengadministrasi kependudukan meregridtrasi, memiliah dan 

menyerahkan kartu keluarga kepada pemohon 

 Bagi masyarakat atau pasangan yang melakukan pernikahannya atau 

perceraiannya secara sirri, jika hendak membuat kartu keluarga baru maka 

harus memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga dengan tambahan 

                                                           
26 Ibid. 
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SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Apabila telah 

memenuhi syarat-syarat tersebut maka status di kartu keluarganya akan 

bertuliskan kawin belum tercatat atau cerai belum tercatat. Hal tersebut 

sesuai dengan Pasal 10 ayat 2 Permendagri No 108 Tahun 2019 yang 

berbunyi “Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata 

cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan 

syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak 

perkawinan/perceraian belum tercatat”.  

 Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia 

sebagai penduduk terutama hak-hak anak. Dengan kebijakan tersebut maka 

anak-anak yang terlahir dari pasangan yang perkawinannya belum tercatat 

dan telah bercerai tetap dapat masuk kedalam kartu keluarga serta dapat 

membuat dokumen kependudukan lainnya seperti akta lahir, KTP dan lain 

sebagainya. Dan dengan adanya dokumen kependudukan ini maka anak 

dapat terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya seperti pendidikan, asuransi 

kesehatan dan lain sebagainya. Berikut jumlah status kependudukan di 

Sidoarjo sesuai data layanan per akhir SIAK terdistribusi data 

kependudukan pada 2022 adalah sebagai berikut:27 

a. Belum kawin  : 880.348 

b. Kawin   : 1.034.687 

1) Tercatat : 397.528 

2) Belum tercatat : 637.159  

                                                           
27 Ibid. 
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c. Cerai hidup  : 47.326 

1) Tecatat  : 36.432 

2) Belum tercatat : 10.894 

d. Cerai mati  : 105.356 

1) Tercatat : 91.727 

2) Belum tercatat : 13. 629 

 

 Jadi dengan menggunakan SPTJM maka seseorang dapat membuat 

kartu keluarga, walaupun seorang tersebut menikah/bercerai tidak sesuai 

prosedur perundang-undangan. Berikut salah satu contoh format SPTJM 

dan blangko kartu keluarga yang status perkawinannya berstatuskan cerai 

hidup belum tercatat. 

 

 

Gambar 1 Kartu Keluarga Cerai Belum Tercatat 
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Gambar 2 SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat 
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BAB III 

PANDANGAN KEPALA KUA DI  KABUPATEN SIDOARJO TERHADAP 

DAMPAK DIPERBOLEHKANNYA PEMBUATAN KARTU KELUARGA 

BARU BAGI PASANGAN CERAI BELUM TERCATAT SESUAI 

PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019 

A. Profil KUA Di Kabupaten Sidoarjo 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas untuk 

melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dari Kantor Kementerian Agama 

dalam bidang keagamaan yang melayani masyarakat di bidang pelaksanaan 

pernikahan, zakat wakaf dan kemasjidan. Berdasarkan KMA Nomor 18 tahun 

1975 juncto KMA Nomor 617 tahun 2001 KUA memiliki tugas dan fungsi 

untuk mengurusi perkara berikut diwilayah kecamatan :1 

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam 

2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah 

tangga 

3. Sebagai koordinasi dalam melaksanakan kegiatan diwilayah kecamatan 

yang meliputi pencatatan pernikahan dan rujuk, mengurus dan membina 

masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan 

pengembangan keluarga sakinah.2 

 

                                                           
1 Qustulani, Manajemen KUA& Peradilan Agama, 69. 
2 Ibid, 35. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

53 
 

 

 Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 18 unit KUA 

Kecamatan diantaranya yaitu KUA Kecamatan Balongbendo, KUA 

Kecamatan Krian, KUA Kecamatan Taman, KUA Kecamatan Buduran, KUA 

Kecamatan Porong, KUA Kecamatan Tanggulangin, KUA Kecamatan Candi, 

KUA Kecamatan Prambon, KUA Kecamatan Tarik, KUA Kecamatan 

Gedangan, KUA Kecamatan Sedati, KUA Kecamatan Tulangan, KUA 

Kecamatan Jabon, KUA Kecamatan Sidoarjo, KUA Kecamatan Waru, KUA 

Kecamatan Krembung, KUA Kecamatan Sukodono, KUA Kecamatan 

Wonoayu.  

 Maka dari itu mengenai judul skripsi ini, penulis menggali data dari 

beberapa Kepala KUA di Sidoarjo dengan membatasi 4 Kepala KUA dalam 

melakukan penelitian dan wawancara yaitu Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo, 

Kepala KUA Kecamatan Waru, Kepala KUA Kecamatan Taman dan Kepala 

KUA Kecamatan Sukodono. Dengan pendapat dari beberapa kepala KUA ini 

sudah dikira cukup untuk mewakili pendapat dari beberapa KUA di Sidoarjo 

tentang diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai 

belum tercatat. Adapun data-data KUA tersebut sebagai berikut : 
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1. KUA Kecamatan Sidoarjo 

a. Letak Geografis 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo beralamat di Jl. 

Monginsidi No. 3, Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo ini 

berada di satu tempat bersama Kantor Kementerian Agama Sidoarjo 

tepatnya berada dibagian ujung. Wilayah Kecamatan Sidoarjo memiliki 

luas sekitar 62,56 km2 yang terdiri dari 24 keluarahan/desa. Adapun 

batas wilayah Kecamatan Sidoarjo sebagai berikut:3 

1) Sebelah Utara  : Kec. Buduran 

2) Sebelah Timur  : Selat Madura 

3) Sebelah Selatan : Kec. Candi 

4) Sebelah Barat  : Kec. Wonoayu  

                                                           
3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo dalam Angka 2021 (Sidoarjo: 

BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021), accessed January 1, 2023, 

https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/09/24/cd94b70e5d878fe810df7dc9/kecamatan-

sidoarjo-dalam-angka-2021.html. 
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b.  Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sidoarjo 

 

c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo 

Nama   : H. Miftahurridho, S.Ag, M.H 

NIP   : 197409172005011001 

Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 (III/d) 

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 17 September 1974 

Alamat   : Ds. Sumput, Rt. 003, Rw. 001, Sidoarjo 

 

 

Kepala KUA

H. Miftahurridho, S.Ag, M.H

Pengelolah Data

Luly Wiradharmawati, S.E

Ketatausahaan dan 
Kerumahtanggaan

Muzayyiningsih, B.A
Administrasi

Yuni Rahmawati, 
S.Ap

Keamanan

Muslimin S.HI

Pengelola Urusan 
Agama

Khilmi Nasrullah

Pramubakti

Syafaatul Qosiyah, 
S.E

Pengelolah Data

Luluk Idah Fauziyah, S.Ag

Penghulu

Syaiful Anwar, S.Ag

Penghulu

Syamsul Hidayat, S.H
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2. KUA Kecamatan Waru 

a. Letak Georgrafis 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru beralamat di Jl. Kolonel 

Sugiono No. 32, Kepuhkiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, 

Jawa Timur. Adapun batas wilayah Kecamatan Waru sebqgai berikut: 

1) Sebelah Utara  : Kota Surabaya 

2) Sebelah Timur  : Selat Madura 

3) Sebelah Selatan : Kec. Gedangan dan Kec. Sedati 

4) Sebelah Barat  : Kec. Taman 

Wilayah Kecamatan Waru memiliki luas sekitar 30,32 km2 yang 

terdiri dari 17 kelurahan/desa. Jarak Kecamatan Taman menuju pusat 

Kota Sidoarjo sekitar 18 km, jarak menuju Kantor Kementerian Agama 

Sidoarjo sekitar 16 km dan jarak menuju Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Jawa Timur sekitar 8,6 km.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru dalam Angka 2021 (Sidoarjo: BPS 

Kabupaten Sidoarjo, 2021), accessed November 24, 2022, 

https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/09/24/4b88a72206c6efd2dfe5146b/kecamatan-

waru-dalam-angka-2021.html. 
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b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Waru 

 

c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Waru 

Nama   : H. Ainur Roziq, S.Ag, M.PdI 

NIP   : 197009122000031002 

Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 (III/d) 

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 September 1970 

Alamat   : Jl. Pasir Raya 31 Wedi, Gedangan, Sidoarjo 

 

 

Pengawas Madrasah

Ratna Loveyah, M.PdI

Pengawas PAI

Elly Uzifatil, M.PdI

Kepala KUA

Ainur Roziq, S.Ag, M.PdI

Penghulu

Abdul Ghofur, S.Ag

Afif Rahmatullah, S.Sy

Moh. Mahrus Ali S.Th.I 

(Honorer)

Penyuluh Agama

Dra. Fadhilah, M.Si

Nishuriyah, M.H

Isa Mas'ulah, M.H

Pengadministrasi

Binti Qoni'ah, S.Hi

Pristanti, S.E

Pengelola Urusan 
Agama

Inamah, S,Sy

M. Shodikin (Honorer)
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3. KUA Kecamatan Taman 

a. Letak Geografis 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman beralamat di Jl. Raya 

Wonocolo No. 41, Wonocolo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 

Jawa Timur. Adapun batas wilayah Kecamatan Taman sebagai berikut: 

1) Sebelah Selatan : Kec. Gedangan dan Kec. Sukodono 

2) Sebelah Timur  : Kec. Waru 

3) Sebelah Utara  : Karangpilang (Kota Surabaya) 

4) Sebelah Barat  : Kec. Krian 

Wilayah Kecamatan Taman memiliki luas sebesar 31,54 km2, yang 

terdiri 8 kelurahan dan 16 desa. Kecamatan Taman terletak di wilayah 

Sidhoarjo Utara dengan jarak kurang lebih 20 km dari pusat kota 

Sidoarjo. Jarak dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 

sekitar 20,3 km dan jarak dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Jawa Timur sekitar 10,7 km.5 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman Dalam Angka 2021 (Sidoarjo: BPS 

Kabupaten Sidoarjo, 2021), accessed November 24, 2022, 

https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/09/24/ee5eb916ecf07500bd5171be/kecamatan-

taman-dalam-angka-2021.html. 
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b. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman 

 

 

Pengawas

Siti Aisyah, M.Pd

Kepala KUA

H. Akhmad Hariyadi, S.Ag, 
M.H

Penghulu

Agus Firmansyah, S.HI, M.H

Moh. Ridwan, S.Sy

Penyuluh

Ainul Yakin, M.HI

Joko Cahyo, M.H

Penyuluh Agama (Honorer)

Nur Salim, S.Pd

Nur Hadi, M.Pd

M. Fajar Ismail, S.Sos

Yuli Fitriani, S.T

Sumarno, S.Ud

Habib Al Amin S.HI

Moh. Romadhoni, S.T

Rizkiyatus Sa'diyah, S.PdI

Honorer

Galuh Adya, S.M

Imam Hanafi

JFU

Masthobaroni

Heni Siswanti
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c. Identitas Kepala KUA Kecamatan Taman 

Nama   : H. Akhamad Hariyadi, S.Ag, M.H 

NIP   : 197210092006041001 

Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 (III/d) 

Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 9 Oktober 1972 

Alamat   : Gg. Puskesmas 1 Rt. 03 Rw. 01,  

      Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo 

4. KUA Kecamatan Sukodono  

a. Letak Geografis 

 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono beralamat di Jl. Raya 

Sukodono No. 30, Karangnongko, Pekarungan Kecamatan Sukodono, 

Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Tepatnya disebelah selatan Pasar 

Sukodono. Lokasi KUA Kecamatan Sukodono terbilang strategis karena 

terletak dekat dengan Pasar Sukodono dan berada di pusat pemerintahan 

Kecamatan Sukodono. Adapun batas wilayah Kecamatan Sukodono 

sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara  : Kecamatan Taman 

2) Sebelah Timur  : Kecamatan Buduran 

3) Sebelah Selatan : Kecamatan Sidoarjo 

4) Sebelah Barat  : Kecamatan Krian 
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 Wilayah Kecamatan Sukodono memiliki luas sebesar 32,65 km2 

yang terdiri dari 19 kelurahan/desa. Jarak dari Kecamatan Sukodono 

menuju pusat kota juga tidak terlalu jauh sekitar 10 km.6 

b. Struktur Organisasi KUA Sukodono 

                                                           
6 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sukodono dalam Angka 2021 (Sidoarjo: 

BPS Kabupaten Sidoarjo, 2021), accessed November 22, 2022, 

https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/09/24/4df3f4263ccf96b7367559c6/kecamatan-

sukodono-dalam-angka-2021.html. 

Pengawas

Masda'ani, S.Pd

Nur Lailatul Badriyah, M.PdI

Kepala KUA

H. Ahmad Najib, M.HI

Penghulu

Mokhamad Luthfi, S.HI

Penyuluh

Susi Faizah, S.Ag, 
M.PdI

Penyuluh Agama (Honorer)

Moh. Athoillah, S.Pd

Baharuddin, S.Ag

Hamidan Habibi, M.Pd

Husni Hudallah, S.HI

Siti Nura'ini, S.HI

Almar'atus Sholihah, A.Md.Gz

Amangkudin, S.Hum

Akbar Ahmed Fadhil, S.H

Honorer

M. Hasanuddin, S.H

JFU

Agus Poernomo, S.E
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c. Identitas Kepala  KUA Kecamatan Sukodono 

Nama   : H. Ahmad Najib, M.HI 

NIP    : 196903242000031001 

Pangkat/Golongan  : Pembina Tk 1 (IV/b) 

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Maret 1969 

Alamat   : Jl. Raya Ketapang, Rt. 007, Rw. 003  

      Ds. Suko, Taman, Sidoarjo 

B. Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak 

Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru Bagi Pasangan 

Cerai Belum Tercatat Sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 

Penulis disini telah mewawancarai beberapa Kepala KUA di wilayah 

Kabupaten Sidoarjo terkait diperbolekannya pembuatan kartu keluarga baru 

bagi pasangan cerai belum tercatat, yang dimana kebijakan tersebut dilakukan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Permendagri No. 108 

Tahun 2019. Menanggapi hal tersebut maka hasil dari penelitian yang 

dilakukan penulis sebagai berikut : 

1. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo 

Narasumber 1 adalah Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo, dari hasil 

wawancara penulis kepada Bapak Miftahurridho, beliau menjelaskan bahwa 

belum pernah terjadi pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Sidoarjo ini 

dengan status tertulis cerai belum tercatat dalam kartu keluarga. Namun beliau 

pernah menemukan status tertulis perkawinan belum tercatat dalam kartu 

keluarga akan tetapi tidak sampai masuk / didaftarkan ke KUA Kecamatan 
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Sidoarjo. Hal tersebut karena masyarakat di Kecamatan Sidoarjo memiliki 

background pendidikan yang lebih maju sehingga masyarakat lebih 

mengetahui dan lebih sadar terkait dengan administrasi yang ada konsekuensi 

hukumnya. Masyarakat di Kecamatan Sidoarjo, baik usia muda maupun tua 

selalu mengikuti segala rentetan sesuai prosedur administrasi yang berlaku di 

KUA Kecamatan Sidoarjo. Maka dari itu KUA Kecamatan Sidoarjo ini 

merupakan KUA percontohan atau disebut dengan KUA revitalisasi, yang 

dilaunching pertama oleh Kementerian Agama dari 6 KUA di Indonesia. 

Beliau menjelaskan apabila terdapat seorang yang hendak mendaftarkan 

pernikahan dengan lampiran kartu keluarga dengan status tertulis cerai belum 

tercatat, maka KUA Kecamatan Sidoarjo tidak melakukan penolakan tetapi 

memberikan solusi. Status cerai belum tercatat biasanya berawal dari 

pernikahan yang tidak tercatat. Apabila hal tersebut terjadi, maka solusi yang 

diberikan yaitu dengan mengganti dahulu status tersebut sesuai dengan regulasi 

yang ada.  

Beliau berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan mengenai 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga dengan status cerai belum tercatat 

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tentunya 

bagi Dispendukcapil dan KUA yang sama-sama merupakan lembaga pencatat 

sipil tidak ada kerugian diantara keduanya. Akan tetapi hal ini membuat bias 

terkait dengan data kependudukan, karena regulasi pernikahan jelas diatur oleh 

Undang-Undang. Seharusnya Permendagri ini harus melihat kondisi 

dilapangan, dimana KUA sendiri merupakan pelaku undang-undang sehingga 
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perturan tersebut dianggap kurang tertib administrasi dan kurang memiliki 

perlindungan hukum.  

Beliau menjelaskan bahwa secara administrasi sesuatu yang tidak sesuai 

dengan regulasi dimasukkan dalam catatan negara tidak diperbolehkan, jadi 

kartu keluarga itu termasuk dokumen administrasi negara. Dokumen negara 

yang memiliki kekuatan hukum seperti kartu keluarga ini yang dituliskan 

dengan status cerai belum tercatat itu kurang tepat, seharusnya yang dituliskan 

dalam kartu keluarga yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

Contoh sepeti cerai mati, dalam cerai mati tentu ada bukti autentiknya yaitu 

akta kematian sehingga pantas jika tertulis cerai mati pada status 

perkawinananya. Beliau menjelaskan bahwa diperbolehkannya pembuatan 

kartu keluarga tersebut dengan melampirkan SPTJM (Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak) itu kurang tepat karena SPTJM merupakan ikhtiar 

kebijakan sendiri yang dapat menimbulkan konflik, dan menjadi perdebatan 

administrasi. Beliau juga berpendapat bahwa SPTJM itu sama seperti dengan 

surat pernyataan yang lemah akan kekuatan hukum. Maka dari itu KUA 

sebagai pelaksana undang-undang tetap berjalan melayani semuanya sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku.7 

2. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Waru 

Narasumber 2 adalah Kepala KUA Kecamatan Waru, dari hasil 

wawancara penulis kepada Bapak Ainur Roziq, beliau menjelaskan bahwa 

status cerai belum tercatat yang tertulis pada kartu keluarga merupakan tujuan 

                                                           
7  Miftahurridho, (Kepala KUA Kecamatan Sidoarjo), Wawancara, Sidoarjo, 19 Desember 2022. 
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dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Permendagri untuk 

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan perlindungan kepada setiap 

warga masyarakat. Maka dari itu sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 

dapat membuat kartu keluarga dengan status cerai belum tercatat, akan tetapi 

di KUA hal tersebut menjadi sebuah permasalahan apabila dia akan menikah.  

Bagi seseorang yang hendak menikah lagi dengan status cerai belum 

tercatat yang tertulis dalam kartu keluarga, maka dia harus melakukan 

perubahan status tersebut. Beliau menjelaskan pernah terjadi sekitar 3 orang 

mendaftarkan pernikahan dengan status tersebut, sehingga beliau memberikan 

surat keterangan penolakan, karena pernikahan di KUA hanya dapat dilakukan 

apabila statusnya jejaka atau duda dan perawan atau janda. Bagi yang statusnya 

duda dan janda harus dibuktikan dengan duda dan janda mati atau cerai. KUA 

akan menolak bagi sesorang yang hendak menikah dengan status cerai belum 

tercatat, dan jalan keluarnya adalah dengan merubah status tersebut menjadi 

cerai tercatat. Hal tersebut dapat dilakukan di pengadilan agama, dengan 

melakukan isbat nikah untuk perceraian. Apabila statusnya sudah berubah cerai 

tercatat maka dia dapat mengajukan pernikahan di KUA, karena syarat untuk 

mengajukan pernikahan harus jelas status perkawinannya.   

Beliau berpendapat mengenai kebijakan diperbolehkannya pembuatan 

kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat. Menurut beliau walaupun 

tugas KUA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sama-sama 

melayani terkait pencatatan sipil warga masyarakat tetapi antara keduanya 

memiliki tugas pokok yang berbeda-beda, sehingga kita harus tetap 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id 

66 
 

 

menghormati kebijakan tersebut dan tidak boleh saling menyalahkan. Tentunya 

kebijakan tersebut mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

untuk mengelola data kependudukan masyarakat, sehingga data masyarakat 

menjadi rapi dan terkontrol. Akan tetapi tetap  KUA memberikan solusi 

terhadap masyarakat yang memiliki status cerai belum tercatat yaitu dengan 

menyelesaikannya di ranah pengadilan dengan melakukan isbat nikah untuk 

bercerai sehingga status dalam kartu keluarga berubah menjadi cerai tercatat.8 

3. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Taman 

Narasumber 3 adalah Kepala KUA Kecamatan Taman, dari hasil 

wawancara penulis kepada Bapak Akhmad Hariyadi. Beliau menjelaskan 

bahwasanya di KUA sendiri tentunya ada SOP (Standart Operasional 

Pelayanan), dan kita tidak bisa melangkah apabila sesuatu tersebut tidak sesuai 

dengan standart prosedurnya. Apabila ada seseorang yang hendak mendafarkan 

pernikahan maka harus jelas dulu status orang tersebut, status harus belum 

kawin (jejaka dan perawan) atau cerai (mati dan hidup). Apabila status tersebut 

seperti kawin belum tercatat atau cerai belum tercatat maka tidak dapat 

mendaftarkan pernikahan dan langkah yang harus ditempuh yaitu dengan 

merubah status terupdatenya terlebih dahulu, karena di KUA memakai 

program SIMKAH yang otomatis update status terbarunya.  

Beliau berpendapat apabila seorang yang berstatus cerai belum tercatat 

mendaftakan pernikahan di KUA, maka KUA akan memberikan surat 

keterangan sebagai penolakan agar dapat merubah statusnya tersebut. Apabila 

                                                           
8 Ainur Roziq, (Kepala KUA Kecamatan Waru), Wawancara, Sidoarjo, 20 Desember 2022. 
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seorang tersebut belum memiliki anak disarankan untuk merubahnya melalui 

pihak desa dengan status belum kawin (jejaka atau perawan) dan apabila sudah 

memiliki anak maka harus merubahnya melalui pihak Pengadilan Agama, 

dengan melakukan isbat untuk cerai karena agar hak anak-anaknya dapat 

terlindungi secara hukum. 

Di KUA Kecamatan Taman sendiri pernah terjadi sekitar 3 kali 

penolakan terhadap seorang yang hendak menikah dengan status cerai belum 

tercatat ini, tetapi biasanya penolakannya itu diberitahukan kepada pihak 

mudinnya untuk disampaikan ke pihak yang bersangkutan. Apabila seorang 

tersebut membutuhkan surat keterangan agar dapat merubah statusnya tersebut, 

maka pihak KUA akan membuatkannya. 

Dan beliau berpendapat mengenai kebijakan tersebut bahwasannya 

peraturannya tersebut tentunya dibuat dengan sebuah tujuan yang baik bagi 

masyarakat, dengan kebijakan tersebut maka hak-hak masyarakat terutama 

dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat terpenuhi. 

Walaupun kebijakan tersebut memiliki dampak yang  baik bagi masyarakat 

dibidang administrasi kependudukan tetapi masih menimbulkan kontroversi 

dan dampak-dampak yang negatif, maka dari itu kita harus tetap mengahargai 

kebijakan tersebut dan tetap KUA menjalankan wewenangnya sesuai 

perosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.9 

 

 

                                                           
9 Akhmad Hariyadi, (Kepala KUA Kecamatan Taman), Wawancara, Sidoarjo, 7 Desember 2022. 
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4. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sukodono 

Narasumber 4 Kepala KUA Kecamatan Sukodono, dari hasil wawancara 

penulis kepada Bapak Ahmad Najib, beliau menjelaskan bahwa di Indonesia 

sendiri masih banyak seorang atau pasangan yang berstatus kawin tidak tercatat 

atau cerai belum tercatat. Tentunya kebijakan diperbolehkannya pembuatan 

kartu keluarga baru dengan status tersebut memiliki tujuan untuk 

mempermudah pengurusan administrasi pencatatan sipil dalam pembuatan 

kartu keluarga dengan syarat menggunkan SPTJM. Beliau menjelaskan 

seharusnya tidak bisa seluruhnya wilayah diatasi dengan kebijakan tersebut, 

tetapi bagi wilayah pedesaan yang dimana adatnya menikah atau bercerai tidak 

mengurus secara sah menurut negara itu cocok diberlakukan kebijakan 

tersebut, namun bagi wilayah perkotaan yang mungkin sudah maju itu kurang 

cocok. 

Beliau menjelaskan bahwasanya beliau sering mengalami ada orang 

hendak menikah dengan status di kartu keluarganya kawin tidak tercatat 

maupun cerai belum tercatat. Beliau memberikan solusi terhadap seorang yang 

memiliki status tersebut, haruslah merubah status tersebut dengan cara 

melakukan isbat nikah sekaligus untuk bercerai. Jadi 2 langkah yang harus 

dilakukan yaitu isbat nikah terlebih dahulu sekaligus mengajukan perceraian 

sehingga mendapatkan akta cerai, lalu membawanya ke pihak desa dan 

kemudian diserahkan ke Dispenduk untuk memperbarui statusnya menjadi 

kawin tercatat ataupun cerai tercatat. KUA hanya dapat memproses apabila 
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status perkawinan yang terdapat dalam kartu keluarga sesuai dengan prosedur 

yang berlaku di KUA.  

Mengenai kebijakan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 108 tahun 

2019 menurut beliau haruslah direvisi agar tidak menjadi kontroversi ataupun 

perdebatan. Tentunya dengan kebijakan tersebut disatu sisi pemerintah ingin 

setiap penduduk mempunyai bukti kependudukan dengan rapi, tetapi hal 

tersebut berdampak menyulitkan bagi penduduk dan beberapa instansi lain 

terutama segala yang berbenturan dengan KUA sendiri. Selain itu juga 

berdampak terhadap administrasi yang kurang tertib, karena banyak hal-hal 

yang dilewati seperti prosedur perkawinan maupun perceraian. 

Beliau berpendapat kurang setuju dengan kebijakan tersebut, walaupun 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan 

cerai belum tercatat bertujuan untuk melindungi hak-hak sebagai warga negara 

untuk memiliki kartu keluarga, akan tetapi tetap harus diperhatikan agar tidak 

melanggar atau melangkahi peraturan-peraturan lainnya terutama dalam hal 

pernikahan dan perceraian. Seharusnya kebijakan diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat lebih 

diperhatikan dan diperbarui sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan atau 

peraturan lainnya.10 

Adapun pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terhadap 

dampak yang timbul dari diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru 

                                                           
10 Ahmad Najib, (Kepala KUA Kecamatan Sukodono), Wawancara, Sidoarjo, 16 Desember 2022. 
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dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat 

akan dijelaskan melalui tabel berikut : 

Tabel 1 Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Dampak Diperbolehkannya Pembuatan 

Kartu Keluarga Baru Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum Tercatat 

No. KUA Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten 

Sidoarjo 

Dasar Hukum 

1. KUA 

Kecamatan 

Sidoarjo 

Pandangan Kepala KUA Kecamatan 

Sidoarjo terhadap dampak 

diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru dalam Permendagri No. 108 

Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum 

tercatat ini menimbulkan dampak negatif 

yaitu diantaranya :  

a. Seorang istri akan lebih dirugikan 

karena istri tidak dapat menuntut 

hak-haknya seperti hak mut’ah, 

hak nafkah, hak hadhanah, harta 

bersama dan lain sebagainya. 

b. Apabila memiliki anak, maka anak 

juga dirugikan karena susah untuk 

mendapatkan hak-haknya seperti 

hak mendapatkan pemeliharaan, 

hak biaya kehidupan anak dan lain 

sebagainya. 

c. Dapat menggiring opini 

masyarakat untuk melakukan 

pernikahan sirri. 

Seorang istri dan anak 

tidak dapat menuntut 

hak-haknya karena 

perceraiannya dilakukan 

diluar Pengadilan Agama 

Sehingga tidak memiliki 

bukti akta autentik yang 

berupa akta perceraian. 

Dimana akta perceraian 

merupakan bukti yang 

kuat untuk melindungi 

hak-hak istri pasca 

bercerai. Hal tersebut 

berdasarkan Pasal 38 UU 

No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, 

dimana dijelaskan bahwa 

perceraian yang sah yaitu 

perceraian yang 

dilakukan dihadapan 

sidang Pengadilan 

Agama. 

2. KUA 

Kecamatan 

Waru 

Pandangan Kepala KUA Kecamatan 

Waru terhadap dampak diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru dalam 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi 

pasangan cerai belum tercatat ini 

menimbulkan dampak positif yaitu 

diantaranya :  

a. Dengan adanya kebijakan tersebut 

maka mempermudah masyarakat 

dalam pengurusan di bidang 

administrasi kependudukan 

melalui layanan yang diberikan 

pihak Dispendukcapil sesuai 

peraturan yang berlaku. 

Undang-Undang No 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-

Undang No 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

menyatakan bahwa setiap 

penduduk mempunyai 

hak untuk memperoleh 

dokumen kependudukan. 
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b. Dengan kebijakan tersebut maka 

hak-hak masyarakat dibidang 

administrasi kependudukan akan 

terpenuhi. 

3. KUA 

Kecamatan 

Taman 

Pandangan Kepala KUA Kecamatan 

Taman terhadap dampak 

diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru dalam Permendagri No. 108 

Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum 

tercatat ini menimbulkan dampak positif 

yaitu diantaranya :  

a. Mempermudah pihak 

Dispendukcapil dalam mengelola 

data kependudukan, terutama 

dalam data status perkawinan tiap 

penduduk. 

b. Dengan adanya kebijakan tersebut 

maka hak-hak masyarakat 

terutama dalam bidang 

administrasi dan kependukan dan 

pencatatan sipil dapat terpenuhi. 

 

Undang-Undang No 24 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-

Undang No 23 Tahun 

2006 tentang 

Administrasi 

Kependudukan 

menyatakan bahwa setiap 

penduduk mempunyai 

hak untuk memperoleh 

dokumen kependudukan. 

 

Permendagri No. 108 

Tahun 2019 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Presiden 

Nomor 96 Tahun 2018 

Tentang Persyaratan Dan 

Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk Dan 

Pencatatan Sipil 

4. KUA 

Kecamatan 

Sukodono 

Pandangan Kepala KUA Kecamatan 

Sukodono terhadap dampak 

diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru dalam Permendagri No. 108 

Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum 

tercatat ini menimbulkan dampak negatif 

yaitu diantaranya :  

a. Dengan adanya kebijakan tersebut 

maka akan membuka peluang 

kepada masyarakat untuk 

melakukan penyalahgunaan 

peraturan tersebut, karena 

kebijakan tersebut memiliki celah 

hukum contohnya seperti 

pernikahan sirri, poligami tanpa 

izin dan lain sebagainya. Apabila 

hal tersebut terjadi maka 

masyarakat akan dirugikan, karena 

tentu pernikahan sirri tidak 

memiliki kekuatan hukum untuk 

melindungi masyarakat. 

Setiap masyarakat 

memiliki hak untuk 

melakukan sebuah 

perkawinan, akan tetapi 

perkawinan hanya 

dianggap sah apabila 

dilakukan dengan sesuai 

prosedur yang benar 

menurut negara. Hal 

tersebut dijelaskan dalam 

Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 

Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang 

berbunyi “Perkawinan 

adalah sah apabila 

dilakukan menurut 

hukum masing-masing 

agamanya dan 

kepercayaanya itu.” Dan 

pada Pasal 2 ayat 2 UU 

No. 1 Tahun 1974 
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b. Dengan adanya kebijakan tersebut 

maka akan merugikan pasangan 

suami istri, karena tidak akan 

dapat melakukan pernikahan baru 

di KUA. Hal tersebut karena pihak 

KUA akan melakukan penolakan 

kepada seorang yang status 

perkawinannya cerai belum 

tercatat. 

c. Jika kebijakan tersebut terus 

diakomodasi, maka akan 

dikhawatirkan banyak pasangan 

yang menikah sirri yang dapat 

berujung dengan perceraian. 

 

tentang perkawinan 

berbunyi “Tiap-tiap 

perkawinan haruslah 

dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku.”  

5. Seluruh 

Kepala 

KUA 

a. Seluruh Kepala KUA 

berpandangan bahwa kebijakan 

tersebut dianggap kurang tertib 

administrasi di KUA. Hal tersebut 

karena seorang yang memiliki 

status perkawinan yang tertulis di 

dalam kartu keluarga “cerai belum 

tercatat” ini tidak akan bisa 

melakukan pernihakan baru di 

KUA. Pihak KUA akan memberi 

penolakan secara tulis maupun 

lisan kepada seorang yang hendak 

mendaftarkan pernikahannya 

tetapi status dalam kartu keluarga 

bertuliskan “cerai belum tercatat”. 

 

b. Seluruh Kepala KUA memberi 

solusi bagi dalam menangani 

kasus seperti ini yaitu dengan 

melakukan isbat nikah untuk 

bercerai yang dilakukan di 

Pengadilan Agama sehingga 

mendapatkan bukti autentik yang 

berupa akta cerai. Dengan adanya 

akta cerai tersebut maka pemohon 

dapat memperbarui statusnya 

menjadi cerai tercatat dalam kartu 

keluarganya, dan pembaruan 

tersebut dilakukan ke pihak 

Dispendukcapil setempat.  

Dalam persyaratan 

administratif di KUA 

memiliki prosedur seusai 

dengan peraturan yang 

berlaku. Dalam Pasal 4  

ayat 1 PMA No. 20 

Tahun 2019 harus lah 

melampirkan akta cerai 

bagi pasangan telah 

bercerai dan hendak 

menikah lagi. Jadi 

seorang yang hendak 

menikah lagi harus 

dibuktikan dengan akta 

perceraian tidak bisa 

dibuktikan dengan hanya 

melmapirkan kartu 

keluarga yang 

berstatuskan cerai belum 

tercatat. 
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BAB IV 

 ANALISIS PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN SIDOARJO 

TERHADAP DAMPAK DIPERBOLEHKANNYA PEMBUATAN  KARTU 

KELUARGA BARU DALAM PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2019 

BAGI PASANGAN CERAI BELUM TERCATAT 

A. Analisis Terhadap Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Sidoarjo 

Tentang Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga Baru 

Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum 

Tercatat 

Dari penjabaran bab sebelumnya mengenai pandangan kepala KUA di 4 

Kecamatan wilayah Sidoarjo yaitu KUA Kecamatan Sidoarjo, Waru, Taman dan 

Sukodono tentang dampak diperbolehkannnya pembuatan kartu keluarga baru 

bagi pasangan cerai belum tercatat ini menimbulkan berbagai pandangan yang 

berbeda-beda. Dari pandangan tersebut dapat ditarik benang merah, bahwasanya 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai 

belum tercatat ini memiliki sisi positif dan negatif yang berdampak bagi 

kehidupan masyarakat. Menurut hasil wawancara dari beberapa Kepala KUA 

mengenai kasus tersebut terdapat 2 pandangan yang berbeda yaitu pandangan 

yang kurang menyetujui kebijakan tersebut dan pandangan yang menyetujui 

kebijakan tersebut.  

Pandangan Kepala KUA yang kurang menyetujui kebijakan 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum 

tercatat tersebut yaitu Kepala KUA Sukodono dan Kepala KUA Sidoarjo, 

sedangkan Kepala KUA yang berpandangan menyetujui kebijakan tersebut yaitu 
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Kepala KUA Waru dan Kepala KUA Taman. Alasan Kepala KUA yang 

menyatakan kurang setuju terhadap kebijakan tersebut yaitu : 

1. Kebijakan tersebut dianggap kurang memiliki kekuatan hukum untuk 

melindungi hak-hak masyarakat.  

2. Kebijakan tersebut dianggap tidak menyelesaikan permasalahan akan tetapi 

malah menambah permasalahan baru bagi masyarakat maupun bagi instansi 

negara terutama yang berbenturan dengan KUA.  

Sedangkan alasan Kepala KUA yang setuju terhadap kebijakan tersebut 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dengan kebijakan tersebut dapat melindungi hak-hak masyarakat terutama 

dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.  

2. Dengan kebijakan tersebut mempermudah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil untuk mengelola data kependudukan masyarakat. Dengan 

kebijakan tersebut maka data kependudukan masyarakat akan menjadi rapi 

dan lebih terkontrol. 

Walaupun 2 Kepala KUA setuju dan menghargai kebijakan tersebut, tetapi 

seluruh Kepala KUA sependapat bahwasannya kebijakan tersebut kurang tertib 

adminitrasi di KUA sendiri. Hal tersebut karena jika ada seorang atau pasangan 

yang berstatus cerai belum tercatat dan hendak menikah atau mencatatatkan 

pernikahannya di KUA maka KUA tidak menerima atau menolaknya. Penolakan 

tersebut diberikan kepada pihak pemohon secara tertulis maupun lisan dengan 

initisari bahwa pemohon harus mengubah status yang terdapat dalam kartu 

keluarga yang awalnya berstatus cerai belum tercatat menjadi cerai tercatat, agar 
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pihak KUA dapat memproses pendaftaran pernikahanya. Adapun Solusi yang 

diberikan beberapa Kepala KUA dalam menangani kasus seperti ini juga 

sependapat, yaitu dengan melakukan isbat nikah untuk bercerai yang dilakukan 

di Pengadilan Agama sehingga mendapatkan bukti autentik yang berupa akta 

cerai. Dengan adanya akta cerai tersebut maka pemohon dapat memperbarui 

statusnya menjadi cerai tercatat dalam kartu keluarganya, dan pembaruan 

tersebut dilakukan ke pihak Dispendukcapil setempat.  

Dengan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan 

cerai belum tercatat yang dalam praktek pencatatannya di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil menggunakan syarat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung 

Jawab Mutlak), hal tersebut dianggap tidak menyelesaikan masalah bahkan 

menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Walaupun disatu sisi kebijakan 

tersebut bertujuan agar setiap penduduk mempunyai bukti kependudukan yang 

rapi serta bertujuan untuk melindungi hak-hak warga sipil, tetapi dalam 

prakteknya yang terjadi di masyarakat malah menyulitkan bagi penduduk dan 

beberapa instansi lainnya terutama segala yang berbenturan dengan KUA. Selain 

itu hak-hak warga sipil tidak semuanya terlindungi seperti hak berkeluarga. 

Walaupun sudah mempunyai kartu keluarga baru tetapi jika seorang tersebut 

hendak berkeluarga maka akan sangat menyusahkan pengurusan 

administrasinya, karena pihak KUA tentu akan menolak permohonan 

pernikahannya jika status yang berada dalam kartu keluarga bertuliskan cerai 

belum tercatat.  
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Mengenai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

sesuai dengan Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat ini, seluruh 

Kepala KUA berpandangan bahwa kebijakan tersebut kurang tertib administrasi 

di KUA dan mengenai dampak dari kebijakan tersebut pandangan 4 Kepala 

KUA berbeda-beda, ada yang berpandangan bahwa kebijakan tersebut 

menimbulkan dampak negatif dan ada pula yang berpandangan bahwa kebijakan 

tersebut menimbulkan dampak positif. Berikut pandangan dari  beberapa  Kepala 

KUA di Kabupaten Sidoarjo terkait dampak dari diperbolehkannya pembuatan 

kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat : 

1. Dampak Negatif 

a. Dengan adanya kebijakan tersebut maka akan merugikan pasangan suami 

istri, karena tidak akan dapat melakukan pernikahan baru di KUA. Hal 

tersebut karena pihak KUA akan melakukan penolakan kepada seorang 

yang status perkawinannya cerai belum tercatat. 

b. Seorang istri akan lebih dirugikan karena istri tidak dapat menuntut hak-

haknya seperti hak mut’ah, hak nafkah, hak hadhanah, harta bersama dan 

lain sebagainya. 

c. Apabila memiliki anak, maka anak juga dirugikan karena susah untuk 

mendapatkan hak-haknya seperti hak mendapatkan pemeliharaan, hak 

biaya kehidupan anak dan lain sebagainya. 

d. Dapat menggiring opini masyarakat untuk melakukan pernikahan sirri. 
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e. Dengan adanya kebijakan tersebut maka akan membuka peluang kepada 

masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan peraturan tersebut, karena 

kebijakan tersebut memiliki celah hukum contohnya seperti pernikahan 

sirri, poligami tanpa izin dan lain sebagainya. Apabila hal tersebut terjadi 

maka masyarakat akan dirugikan, karena tentu pernikahan sirri tidak 

memiliki kekuatan hukum untuk melindungi masyarakat. 

f. Jika kebijakan tersebut terus diakomodasi, maka akan dikhawatirkan 

banyak pasangan yang menikah sirri yang dapat berujung dengan 

perceraian. 

2. Dampak Positif 

a. Dengan adanya kebijakan tersebut maka mempermudah masyarakat 

dalam pengurusan di bidang administrasi kependudukan melalui layanan 

yang diberikan pihak Dispendukcapil sesuai peraturan yang berlaku. 

b. Mempermudah pihak Dispendukcapil dalam mengelola data 

kependudukan, terutama dalam data status perkawinan tiap penduduk. 

c. Dengan adanya kebijakan tersebut maka hak-hak masyarakat terutama 

dalam bidang administrasi dan kependukan dan pencatatan sipil dapat 

terpenuhi. 
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B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten 

Sidoarjo Tentang Dampak Diperbolehkannya Pembuatan Kartu Keluarga 

Baru Dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 Bagi Pasangan Cerai Belum 

Tercatat 

Mengenai kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru 

bagi pasangan cerai belum tercatat yang pada kartu keluarga akan tertulis “cerai 

belum tercatat” ini, memanglah sudah diatur dalam Permendagri No. 108 Tahun 

2019. Akan tetapi pada prakteknya banyak menjadi sebuah perbincangan, 

perdebatan bahkan kontroversi di kalangan masyarakat sendiri terutama bagi 

lembaga KUA. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Kepala KUA di 

Kabupaten Sidoarjo dapat diambil beberapa poin penting terkait pandangan 

mereka, diantaranya : 

Pertama, mengenai alasan pertama pandangan Kepala KUA yang 

menyetujui kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ini 

memang benar dapat melindungi hak-hak masyarakat terutama dalam bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan kebijakan tersebut 

maka setiap masyarakat dapat mencatatkan kependudukannya dan dapat 

memiliki dokumen kependudukan yang berguna bagi masyarakat. Dengan 

kebijakan ini maka hak-hak masyarakat akan terpenuhi terutama bagi seorang 

anak. Anak dapat masuk kedalam kartu keluarga, yang dimana kartu keluarga 

tersebut merupakan dokumen negara yang sangat penting yang memiliki 

berbagai fungsi bagi masyarakat yaitu : 
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1. Kartu keluarga merupakan dokumen negara yang penting dan perlu dimiliki 

bagi penduduk yang berkeluarga. 

2. Kartu keluarga berguna dan sangat dibutuhkan untuk berbagai aktifitas 

dimasyarakat seperti pendidikan, pernikahan, perceraian, asuransi kesehatan, 

perbankan dan lain sebagainya. 

3. Kartu keluarga berguna sebagai dokumen yang melengkapi dalam pengajuan 

syarat bantuan kependudukan dan mempermudah validasi kecocokan dengan 

dokumen kependudukan. 

Kedua, mengenai alasan kedua pandangan Kepala KUA yang menyetujui 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat juga benar yaitu untuk 

mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengelola data 

kependudukan masyarakat. Dengan kebijakan tersebut maka data kependudukan 

masyarakat akan menjadi rapi dan lebih terkontrol, dalam artian semua data 

kependudukan terkhusus status perkawinan yang terlampir dalam kartu keluarga 

akan diketahui dengan jelas statusnya. Hal tersebut telah sesuai dengan fungsi 

dan tujuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan merujuk 

pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kendudukan. Berikut 

merupakan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil :1 

                                                           
1 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kendudukan, 2013, 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38985/uu-no-24-tahun-2013. 
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1. Memenuhi hak asasi setiap warga negara Indonesia dalam bidang 

administrasi kependudukan dengan pelayanan publik yang profesional dan 

tanpa diskriminsasi. 

2. Memenuhi data statistik terkait peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting lainnya bagi setiap warga Indoenesia. 

3. Meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia terkait kewajibannya 

sebagai penduduk untuk ikut serta dalam pelaksanaan administrasi 

kependudukan. 

Adapun tujuan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :2 

1. Memberikan keaslian identitas dan kepastian hukum atas dokumen 

kependudukan yang dibuat. 

2. Memberikan perlindungan atas setiap status hak sipil penduduk. 

3. Menyediakan berbagai informasi dan data kependudukan  secara nasional 

tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan informasi dan data 

yang benar, terbaru, akurat dan lengkap. 

4. Menciptakan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan sistematis 

5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi bidang terkait 

dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

Dalam Pasal 11 ayat 1 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan 

Tata cara Pendaftaran Penduduk disebutkan bahwa “untuk menerbitkan kartu 

                                                           
2 Ibid. 
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keluarga baru bagi warga negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan yaitu: 

1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian 

2. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang 

pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

3. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi 

kependudukan 

4. Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara 

pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang 

semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan 

status kewarganegaraan.3 

Bagi seorang yang ingin membuat kartu keluarga baru, namun tidak 

memiliki akta nikah ataupun akta cerai maka dapat membuat kartu keluarga 

dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Hal 

tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Permendagri No. 108 Tahun 2019 

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang 

berbunyi :“Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa 

                                                           
3 Republik Indonesia, Perpres Nomor 96 Tahun 2018, 2018, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018. 
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surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum 

tercatat.”4 

Ketiga, alasan pertama pandangan Kepala KUA yang kurang menyetujui 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut penulis 

merupakan suatu hal yang benar. Kebijakan tersebut dianggap kurang memiliki 

kekuatan hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat. Hal tersebut karena ada 

beberapa hak-hak yang tidak dapat terpenuhi seperti hak untuk berkeluarga. Hak 

berkeluarga merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana 

di jelaskan pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang 

berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah”. 

 Hak bekeluarga tersebut tidak dapat terpenuhi karena seseorang yang 

berstatuskan cerai belum tercatat tidak akan bisa melakukan pernikahan baru, 

karena pihak KUA tentu akan melakukan penolakan bagi seseorang yang hendak 

melakukan pernikahan baru tetapi status dalam kartu keluarganya tertulis cerai 

belum tercatat. 

Keempat, alasan kedua pandangan Kepala KUA yang kurang menyetujui 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut penulis 

merupakan suatu hal yang benar. Kebijakan tersebut dianggap tidak 

                                                           
4 Republik Indonesia, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk Dan Pencatatan Sipil, 2019, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138582/permendagri-no-108-tahun-2019. 
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menyelesaikan permasalahan akan tetapi malah menambah permasalahan baru 

bagi masyarakat maupun bagi instansi negara terutama yang berbenturan dengan 

KUA. Hal tersebut karena dengan adanya kebijakan tersebut maka dapat 

menimbul permasalahan-permasalahan baru seperti tidak dapat menikah 

kembali karena status cerai belum tercatat yang terdapat dalam kartu keluarga 

itu tidak memenuhi syarat dalam pengajuan pendaftaran pernikahan. Selain itu 

permasalahan-permasalahan lainnya akan timbul karena kebijakan tersebut 

memiliki celah hukum yang dapat disalahgunakan, seperti poligami tanpa izin, 

pernikahan sirri dan lain sebagainya.  

Kelima, pandangan Kepala KUA terkait dampak negatif pertama 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat memang benar, seorang 

yang memiliki status perkawinan cerai belum tercatat tidak dapat menikah lagi, 

karena tentu akan mengalami penolakan oleh pihak KUA. Dalam pencatatan 

perkawinan atau pernikahan seorang harus melengkapi dan melampirkan 

persyaratan sesuai peraturan yang berlaku di KUA yang salah satu syaratnya 

yaitu kartu keluarga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri 

Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.5 

 Pegawai pencatat pernikahan akan memeriksa persyaratannya secara 

rinci. Pihak pegawai akan melakukan penolakan apabila persyaratan yang 

dilampirkan oleh calon pengantin tidak sesuai peraturan yang berlaku, seperti 

                                                           
5 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, 2019, 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019. 
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kartu keluarga yang berstatus cerai belum tercatat, status yang seperti itu akan 

mengalami penolakan oleh pegawai pencatat pernikahan. Hal tersebut sesuai 

dengan Pasal 6 ayat 1 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan 

yang berbunyi “Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi 

ketentuan dimaksud dalam Pasal 4, maka Kepala KUA 

Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon 

suami/calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.6 

Keenam, pandangan Kepala KUA terkait dampak negatif  kedua dan ketiga 

mengenai kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut 

penulis kurang tepat. Kepala KUA berpandangan dengan kebijakan tersebut 

maka seorang istri dan anak itu menjadi korban dan dirugikan, karena seorang 

istri tidak dan anak tidak dapat menuntut hak-haknya seperti hak istri pasca 

bercerai maupun hak anak seperti hak nafkah dan waris, hal tersebut karena 

pasangan tersebut tidak menikah atau bercerai secara sah menurut negara 

sehingga tidak memiliki akta pernikahan maupun perceraian.  

Pandangan dari Kepala KUA tersebut kuranglah tepat karena apa yang 

dijelaskan oleh Kepala KUA tersebut bukan lah dampak dari sebuah peraturan 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 itu sendiri, tetapi dampak dari suatu 

pernikahan atau perceraian yang dilakukan secara tidak sah menurut negara atau 

biasa disebut sirri. Dengan pernikahan dan perceraian secara sirri itu memang 

benar berdampak negatif terhadap istri dan anak, karena dalam prosedur 

                                                           
6 Ibid. 
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perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan 

adalah sah apabila dilakukankann berdasarkan hukum yang berasal dari masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan pada Pada Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan “Bahwa 

perkawinan sah apabila tiap-tiap perkawinan dicatatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.7 

Begitupula dalam prosedur perceraian yang sudah diatur dalam Pasal 38 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dijelaskan “bahwa 

putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, 

dan atas keputusan pengadilan.” Pada Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 dijelaskan bahwa “Perceraian yang sah itu perceraian yang dilakukan 

dihadapan pengadilan dan apabila perceraian tersebut dilakukan diluar 

pengadilan maka perceraian tersebut tidak sah.” Selain itu peraturan tentang 

perceraian juga diatur pada Pasal 114 dan 117  Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Pasal 114 menyatakan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena 

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian,” 

sedangkan Pasal 117 menyatakan “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang 

Pengadialan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.8 

Ketujuh, pandangan Kepala KUA terkait dampak negatif keempat 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

                                                           
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 
8 Kementrian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktur Bina KUA dan 

Keluarga Sakinah), 2018. 
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No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut  penulis suatu 

hal yang benar. Dengan kebijakan tersebut maka akan membuka peluang kepada 

masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan peraturan tersebut, karena 

kebijakan tersebut memiliki celah hukum contohnya seperti poligami tanpa izin, 

pernikahan sirri, perzinahan yang tidak menuntut kemungkinan lahir seorang 

anak dari perzinahan tersebut dan kemudian dibuatlah SPTJM untuk mengurus 

kartu keluarga dan akta kelahirannya, sehingga terbentuklah suatu keluarga 

bukan dari perkawinan yang sah tetapi terbentuklah suatu keluarga berdasarkan 

SPTJM.  

Kedelapan, pandangan Kepala KUA terkait dampak negatif kelima 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut  penulis suatu 

hal yang benar. Kebijakan tersebut jika terus diakomodasi tanpa direvisi 

dikhawatirkan banyak pasangan yang menikah dan bercerai tidak sesuai 

prosedur perundang-undangan atau tidak sah secara negara. Hal tersebut karena 

kebanyakan masyarakat menginginkan suatu hal yang instan dan mudah, jika 

masyarakat tersebut tidak patuh dengan hukum, memungkinkan melakukan 

suatu pernikahan secara sirri dan bercerai dikemudian hari, karena kartu keluarga 

pun dapat dibuat tanpa adanya bukti akta pernikahan maupun perceraian. 

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi 

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”.  SPTJM merupakan 

syarat kepemilikan kartu keluarga bukan merupakan bukti pernikahan sehingga 

secara hukum pasangan nikah siri tetap belum diakui sebagai pasangan suami 
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istri sepanjang tidak bisa menunjukkan akta nikahnya. Apabila perkawinannya 

ingin diakui oleh negara maka perkawinan siri tersebut harus diisbatkan atau 

disahkan di Pengadilan Agama. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana tidak dapat 

dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan 

Agama.9 Pada Pasal tersebut menjadi suatu dasar  yang menyatakan bahwa 

SPTJM berpotensi menurunkan perkara isbat nikah, karena memungkinkan 

pasangan nikah siri memiliki kartu keluarga tanpa pengesahan perkawinan siri 

terlebih dahulu. 

Kesembilan, pandangan Kepala KUA terkait dampak positif pertama 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut  penulis suatu 

hal yang benar. Dengan adanya kebijakan tersebut maka mempermudah 

masyarakat dalam pengurusan di bidang administrasi kependudukan melalui 

layanan yang diberikan pihak Dispendukcapil sesuai peraturan yang berlaku. Hal 

tersebut karena setiap masyarakat dapat mencatatkan status kependudukannya 

terutama status perkawinanannya, sehingga dengan pencatatan tersebut maka 

seorang tersebut dapat memiliki dokumen kependudukan seperti kartu keluarga. 

Kartu keluarga merupakan dokumen negara yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat, berikut fungsi dari kartu keluaga : 

1. Kartu keluarga merupakan dokumen negara yang penting dan perlu dimiliki 

bagi penduduk yang berkeluarga. 

                                                           
9 Ibid. 
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2. Kartu keluarga berguna dan sangat dibutuhkan untuk berbagai aktifitas 

dimasyarakat seperti pendidikan, pernikahan, perceraian, asuransi kesehatan, 

perbankan dan lain sebagainya. 

3. Kartu keluarga berguna sebagai dokumen yang melengkapi dalam pengajuan 

syarat bantuan kependudukan dan mempermudah validasi kecocokan dengan 

dokumen kependudukan. 

Kesepuluh, pandangan Kepala KUA terkait dampak positif kedua 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut  penulis suatu 

hal yang benar. Dengan kebijakan tersebut dapat mempermudah pihak 

Dispendukcapil dalam mengelola data kependudukan, terutama dalam data 

status perkawinan tiap penduduk. Hal terebut sesuai dengan Permendagri No. 

108 Tahun 2019 bahwa setiap penduduk dapat mencatatkan status 

perkawinannya dengan syarat-syarat yang berlaku. 

Adapun fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan 

merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kendudukan. Berikut 

merupakan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil : 

1. Memenuhi hak asasi setiap warga negara Indonesia dalam bidang 

administrasi kependudukan dengan pelayanan publik yang profesional dan 

tanpa diskriminsasi. 
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2. Memenuhi data statistik terkait peristiwa kependudukan dan peristiwa 

penting lainnya bagi setiap warga Indoenesia. 

3. Meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia terkait kewajibannya 

sebagai penduduk untuk ikut serta dalam pelaksanaan administrasi 

kependudukan. 

Kesebelas, pandangan Kepala KUA terkait dampak positif ketiga 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri 

No. 108 Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat, menurut  penulis suatu 

hal yang benar. Dengan adanya kebijakan tersebut maka hak-hak masyarakat 

terutama dalam bidang administrasi dan kependukan dan pencatatan sipil dapat 

terpenuhi. Berikut merupakan hak-hak masyarakat dalam bidang administrasi 

kependudukan : 

1. Dokumen kependudukan 

2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk. 

3. Perlindungan atas data pribadi. 

4. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen. 

5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

atas dirinya dan/atau keluarganya. 

6. Ganti rugi atas pemulihan nama baik sebagai akibat dari kesalahan dalam 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data 

Pribadi oleh Instansi Pelaksana 

Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
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menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh 

dokumen kependudukan. Maka dari itu dengan kebijakan diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru sesuai Permendagri No. 108  Tahun 2019 ini 

maka hak-hak masyarakat akan terpenuhi terutama bagi seorang yang hendak 

membuat kartu keluarga baru. 

Kedua belas, mengenai pernyataan keseluruhan Kepala KUA yang 

berpandangan sependapat bahwasanya dengan kebijakan diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat ini dianggap 

kurang tertib administrasi di KUA karena tentu pihak KUA akan melakukan 

penolakan jika seorang yang berstatus cerai belum tercatat ingin melakukan 

pernikahan barunya. Hal tersebut menurut penulis pernyataan tersebut benar 

karena dalam persyaratan administratif di KUA sendiri itu telah di atur pada 

Pasal 4  ayat 1 PMA No. 20 Tahun 2019 harus lah melampirkan akta cerai bagi 

pasangan telah bercerai dan hendak menikah lagi. Hal tersebut tidak dapat 

dibuktikan dengan kartu keluarga yang berstatus cerai belum tercatat. Dengan 

merujuk PMA No. 20 Tahun 2019 mengenai persyaratan administratif 

pernikahan, maka pihak KUA hanya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan hal tersebut tidak merugikan dan mengurangi ketertiban 

adminitrasi di KUA melainkan merugikan bagi pasangan itu sendiri karena 

persyaratan untuk menikah tidak memenuhi persyaratan yang berlaku.10  

                                                           
10 Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. 
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Ketiga belas, mengenai pernyataan solusi yang diberikan pihak KUA 

apabila ada seorang yang hendak mendaftarkan pernikahannya tetapi berstatus 

cerai belum tercatat, maka haruslah melakukan perubahan status dengan cara 

menyelesaikannya di pihak Pengadilan Agama dengan melakukan isbat nikah 

untuk bercerai. Pernyataan tersebut menurut penulis merupakan sebuah solusi 

yang benar karena dengan penyelesaian di Pengadilan Agama, maka seorang 

tersebut dapat memiliki akta perceraian yang sah, dimana akta perceraian 

tersebut digunakan untuk merubah status cerai belum tercatat menjadi cerai 

tercatat pada kartu keluarga, sehingga seorang tersebut dapat mendaftarkan 

pernikahan barunya. Adapun penyelesaian perkara tersebut haruslah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama. Hanya Pengadilan 

Agamalah yang dapat mengeluarkan akta perceraian, karena pengadilan yang 

menangani perceraian adalah Pengadilan Agama.  

Pengadilan agama memiliki sebuah wewenang hal ini di atur dalam Pasal 

49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa “Pengadilan Agama 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawiwnan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi 

syariah.11 

Keempat belas, mengenai pernyataan dampak dari kebijakan 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 

                                                           
11 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006, 
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006. 
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Tahun 2019 bagi pasangan cerai belum tercatat ini menimbulkan dampak negatif 

dan juga dampak positif bagi masyarakat dan juga bagi pegawai pencatat 

pernikahan atau KUA. Berikut merupakan dampak positif dari kebijakan 

Permendagri No. 108 Tahun 2019 diantaranya : 

1. Melindungi hak-hak masyarakat terutama dalam bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil.  

2. Setiap individu masyarakat dapat membuat dan memiliki kartu keluarga baru. 

3. Bagi seorang yang memiliki anak, dimana anak tersebut lahir dari pernikahan 

atau perceraian yang sah menurut agamanya saja tetap dapat dimasukan 

kedalam kartu keluarga. Dengan kartu keluarga maka dapat mempermudah 

dalam pengurursan kebutuhan anak, seperti dibidang kependidikan anak, 

kesehatan anak (asuransi kesehatan BPJS). 

4. Mendorong kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. 

5. Mempermudah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengelola 

data kependudukan masyarakat. Dengan kebijakan tersebut maka data 

kependudukan masyarakat akan menjadi rapi dan lebih terkontrol. 

6. Menghindari adanya pemalsuan akta cerai. Dengan kebijakan tersebut maka 

data seorang yang cerai belum tercatat atau rinci sehingga meminimalisirkan 

pemalsuan akta cerai. 

7. Mempermudah pihak KUA untuk mengidentifikasi mana perceraian yang 

sudah dicatat dan mana yang belum tercatat. 
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8. Pihak KUA dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar melakukan 

pernikahan maupun perceraian bukan hanya sah menurut agama saja tetapi 

juga haru sah menurut negara. 

 Walaupun kebijakan Permendagri No. 108 Tahun 2019 lebih banyak dari 

dampak negatif ini menimbulkan dampak positif, tetapi peraturan tersebut tetap 

dianggap kurang sempurna karena masih terdapat dampak negatif dan juga 

terdapat cela hukum yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat. Adapun 

dampak negatifnya sebagai berikut : 

1. Seorang tersebut tidak dapat menikah lagi, karena tentu akan mengalami 

penolakan oleh pihak KUA. 

2. Jika kebijakan tersebut diakomodasi dikhawatirkan banyak pasangan yang 

menikah sirri yang dapat berujung dengan perceraian. 

3. Dapat menggiring opini masyarakat untuk menyalahgunakan kebijakan 

tersebut, karena kebijakan tersebut memiliki celah hukum. 

4. Dapat menekan keadaan sosial seseorang yang bersatatus kawin/cerai belum 

tercatat, tekanan tersebut didapat dari omongan orang lain mengenai 

statusnya. 

5. Menyulitkan masyarakat dalam pengurusan perkara di Pengadilan Agama 

terutama dalam bidang perkawinan dan perceraian, karna walaupun dengan 

bukti SPTJM belum tentu pengajuan isbat nikah dan perceraian dikabulkan 

oleh hakim. Hal tersebut karena SPTJM sendiri kurang dianggap sebagai 

dokumen yang sah. 
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Jadi dengan kebijakan Dispendukcapil yang sesuai Permendagri No. 108 

Tahun 2019, maka pasangan yang menikah siri dan telah bercerai  dapat 

memiliki kartu keluarga dengan mencantumkan syarat SPTJM 

perkawinan/perceraian belum tercatat. Namun dalam blangko kartu keluarganya 

tertulis “cerai belum tercatat”. Sehingga dengan kebijakan tersebut setiap 

penduduk dapat membuat kartu keluarga, sehingga dengan memiliki kartu 

keluarga seseorang dapat mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat 

terutama dalam bidang administrasi kependudukan. Namun kebijakan 

diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan cerai belum tercatat 

ini dianggap kurang sempurna karena masih terdapat dampak negatif dan juga 

terdapat cela hukum yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak taat 

dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini 

dapat diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, antara lain yaitu : 

1. Berdasarkan Pandangan 4 Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo terkait 

kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu keluarga bagi pasangan 

cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini, dapat 

ditarik benang merah bahwa terdapat 2 pandangan dengan alasan yang 

berbeda yaitu pandangan yang kurang menyetujui kebijakan tersebut dan 

pandangan yang menyetujui kebijakan tersebut. Pandangan Kepala KUA 

yang kurang menyetujui kebijakan diperbolehkannya pemmbuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat tersebut yaitu Kepala 

KUA Sukodono dan Kepala KUA Sidoarjo, sedangkan Kepala KUA 

yang berpandangan menyetujui kebijakan tersebut yaitu Kepala KUA 

Waru dan Kepala KUA Taman.  

2. Secara hukum positif, pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sidoarjo 

terkait dampak dari kebijakan diperbolehkannya pembuatan kartu 

keluarga baru bagi pasangan cerai belum tercatat sesuai Permendagri No. 

108 Tahun 2019 ini, menimbulkan dampak positif dan juga negatif.  

Sehingga kebijakan tersebut dianggap kurang sempurna untuk 

diterapkan seutuhnya di masyarakat.
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B. Saran 

 Berdasarkan penjelasan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Penulis menyarankan bagi pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil agar menindak lanjuti terkait kebijakan diperbolehkannya 

pembuatan kartu keluarga baru dalam Permendagri No. 108 Tahun 2019 ini 

dengan cara melakukan pencatatan berskala waktu. Maksud dari pencatatan 

berskala waktu yaitu seorang dapat membuat kartu keluarga baru khusunya 

bagi pasangan kawin atau cerai belum tercatat tetapi dengan jangka waktu 

yang diberikan oleh pemerintah seorang tersebut haruslah mencatatkan 

perkawinan atau perceraianya secara sah menurut negera, dan apabila hal 

tersebut dilanggar maka pemerintah harus mencabut kartu keluarga baru 

orang tersebut.  

2. Penulis menyarankan agar Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menindak lanjuti serta 

memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki status perkawinan 

kawin atau cerai belum teratat. 

3. Penulis menyarankan bagi masyarakat agar tetap melakukan perkawinan dan 

perceraian secara sah menurut negara, karena suatu hal yang dilakukan tidak 

berdasarkan prosedur yang berlaku di negara akan menimbulkan berbagai 

dampak bagi masyarakat itu sendiri. 
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